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ABSTRAK

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkagbagai rumusan
tertulis hukum Islam yang disesuaikan dengan korfdisum dan masyarakat
Indonesia. Salah satu bahasan dalam KHI adalahenangernikahan, termasuk
di dalamnya diatur tentang perjanjian kawin.

Perjanjian kawin sendiri bukan sesuatu yang hade dalam setiap
pernikahan. Ketika suatu perjanjian kawin disepakatara suami dan isteri,
maka ia wajib ditaati dan berlaku sebagai undaragng bagi yang pihak-pihak
yang bersepakat di dalamnya.

KHI dalam Pasal 51 menegaskan bahwa pelanggaes pErjanjian
kawin dapat dijadikan alasan bagi seorang istdatikumeminta pembatalan nikah.
Tujuan untuk melindungi terlaksananya perjanjiawikadan menjaga hak isteri
dengan ketentuan pasal tersebut terlihat kontiddikrena pembatalan nikah
sebagai konsekuensi atas pelanggaran perjanjiam kaemiliki akibat hukum
yang tidak ringan, baik bagi kedua pihak pasangamsisteri maupun anak dari
pernikahan tersebut.

Kondisi ini memberikan alasan bagi penyusun untekakukan penelitian
terkait ketentuan Pasal 51 KHI tersebut. Secarasuiupenyusun mencoba
menganalisis ketentuan KHI Pasal 51, untuk mengetabcara lebih jelas
bagaimana pelanggaran perjanjian kawin dapat #gadsebagai alasan untuk
meminta pembatalan nikah dan bagaimana hukum Isi@mandang ketentuan
KHI Pasal 51 tersebut.

Untuk mengkaji ketentuan tersebut, penelitian imrsfat kualitatif
didasarkan pada berbagai sumber pustaka. Pendekatan digunakan ialah
yuridis dan normatif. Mengkaji ketentuan KHI tergeldengan asas-asas hukum
dan berdasarkan al-Qur'an da@ddis Kerangka teoretik yang dipakai untuk
menganalisa menggunakagaidah fighiyyaldan metode interpretasi hukum.

Bertolak dari hasil penelitian ditemukan bahwa petmran perjanjian
kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untukintarpembatalan nikah ialah
pelanggaran yang sama sekali tidak melaksanakapergnjian namun meski
tingkatan pelanggarannya belum mencapai tahagsutah membuat kehidupan
rumah tangga menjadi goyah dan bila diteruskan aemakin buruk bagi
kelangsungan pernikahan maka dapat dijadikan sebelgaan untuk dapat
meminta pembatalan nikah.

Mafsadahyang timbul akibat pembatalan nikah lebih ringari gpada
mafsadah yang diterima isteri ketika harus meneruskan pah@n yang
mengancam kehidupan rumah tangga dan tidak dapaicapa& tujuan
pernikahan. Hal ini merupakan salah satu prinsimddahatan yang dapat
diambil dari pembatalan nikah. Kemudian pelanggarang dilakukan bukan
pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak.

Ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan husiam meski diyakini
berasal dari proses ijtihad. Karena tujuan ketenttersebut adalah untuk
mencapai kemaslahatan. Hanya saja, ketika dituangklam bentuk ketentuan
resmi, ia juga dituntut mengandung kejelasan malarakepastian hukum, oleh
karena itu ketentuan KHI Pasal 51 harus lebih ¢zes.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi iberdasarkan
Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Peratidikan Kebudayaan
Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U7198

I. Konsonan
No. | Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
1. \ alif - tidak dilambangkan
2. < ba' b be
3. < ta' t te
4, & sa' S es (dengan titik di atas)
5. z jim j je
6. z ha' h ha (dengan titik di bawah
7. ¢ kha' kh ka dan ha
8. 3 dal d de
9. 3 zal 7 zet (dengan titik di atas)
10. J ra' r er
11. J zai z zet
12. o sin s =
13. o syin sy es dan ye
14. ) sad s es (dengan titik di bawah
15 o= dad d de (dengan titik di bawah
16. L ta’ t te (dengan titik di bawah)
17. L za' z zet (dengan titik di bawah
18. & ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
19. d gain g ge
20. - fa' f ef
21. a qaf q ki
22. 4 kaf Kk ka
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23. Jd lam [ el
24. N mim m em
25. U nun n en
26. K} wau w we
27. 2 ha' h ha
28. & hamzah ' apostrop
29. s ya y ye
Il. Vokal
A. Vokal Tunggal
Fathah () ditulis a
Kasrah (=) ditulis i
dammah (=) ditulis u
Contoh: K = kataba B Zukira
B. Vokal Rangkap
i ditulis ai
... ditulis au
Contoh: ol = kaifa daa = haula
I1l. Maddah
s... L. ditulisa
S ditulis T
S ditulis G
Contoh: J& = gala =) = rama
Ji = gfla ds = yaqalu

IV. Ta' Marbutah
A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat Hatkasrah dan
dammah, transliterasinya adalah te (t).
B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukamsliterasinya
adalah ha (h).
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C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuthkitidoleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedudukeggpisah, maka

ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: JQLS{i iay, = rauchh al-afal
8 siall Al = al-madinah al-munawwarah
Al = talhah

V. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasdilambangkan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yangrdibeda syaddah itu.
Contoh: uw, = rabbana dJr = nazzala
VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilamband&agan huruf, yaitu

J''. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang ithedbkan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandgagg diikuti oleh huruf
gamariyah.

A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyahadstiterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf el (I) diganti dengamuf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang i

B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyahagistiterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan seslaabpnyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf gamariykéita sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkangdn tanda

sempang.

Contoh:

el = at-ta‘dil A0 = ar-riwayah

ol = al-jarh Cuaall = al-hadis
VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasdemgan apostrop.
Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletédndjah dan akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambamg karena dalam tulisan arab
berupa alif.

Contoh: ol = ta’khuzin Sl = as-sO’
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ol = inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'll, isim, maupuruf, ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengaof tarab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf htaakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersdlvangkaikan pula dengan kata
lain yang mengikutinya.

Contoh: sl palll Al e = Bismillah ar-raman ar-rafm

IX. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapitdhki dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan jugand®@einaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf khgaag digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bilanaadiri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf Kajeitap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: Tl 9) Sk = Wa ma Mulammad

illa ar-Rasdl
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum islgang
berkaitan dengan hukum keluarga sebagai yurispridesmgi para hakim
dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengaditdam lingkungan
Peradilan Agama. Dengan kata lain, KHI merupakan hukum terapan
peradilan agama.

Lahirnya KHI sendiri didorong oleh kebutuhan teknysidisial
Peradilan Agama vyang dirasakan oleh Mahkamah Aguntpkise
penanggungjawab dan pembina teknis peradilan aggaita, perlu adanya
satu buku pedoman hukum yang mengatur hukum terdpdimgkungan
Peradilan Agama yang dapat dijadikan pegangan pai@mh dalam
menjalankan tugasnya, sehingga terjamin satu kasatan kepastian hukum.
Sebab, sebelumnya telah terjadi banyak kesimpamgsidan perbedaan
putusan hakim akibat perbedaan pendapat ulamaujiakan yang dijadikan

landasan putusan hukum.

! Cik Hasan BisriKompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalameBisHukum
Nasional(Jakarta: Logos Wacana limu, 1999), him. 113-114.

2 Marzuki Wahid dan Rumadkigh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Isiadi
Indonesia(Yogyakarta: LKIS, 2001), him. 159-160.



Kehadiran KHI pun dimaksudkan sebagai rumusan tertulikum
Islam yang disesuaikan dengan kondisi hukum daryanalkat Indonesii.
Hal ini membuat KHI terkait dengan situasi dominaxa saat pembuatannya.
Atas dasar itu, kajian atau penelitian diperlukayjaraKHI tetap relevan
dengan kondisi saat ini.

Salah satu bahasan dalam KHI adalah mengenai péamk
Pernikahan merupakan lembaga untuk menyatukan eiatausia secara sah
dan meneruskan keturunan. Agama Islam sangat memiganj pernikahan

sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an berikut

dr 5 L) 18 e g 5T oSl a o ST gl OF LT e
¢ 0y Sy pp) LY Sl 3 0 Ay 8340 oSy

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentangalRéman
(UUP), tujuan Perkawinan adalah membentuk kelumgaah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maita Es

Salah satu hal yang penting dalam sebuah pernikadelah mengenai
perjanjian kawin. Selama ini baru sebagian kecityasakat Indonesia yang
melakukan perjanjian kawin. Anggapan bahwa setekahikah segala sesuatu
melebur menjadi satu membuat setiap pasangan memggan untuk

membuat perjanjian tersebut. Padahal, perjanjiamirkaak hanya memuat

% Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), him. 61-62.

4 Ar- ROm (30) : 21.

® Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerleyiPasal 1



urusan harta benda saja, tetapi juga pembagiam plera pengasuhan anak.

Pendeknya, perjanjian kawin dianggap materialiitiak etis dan tidak sesuai

adat ketimuran.

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam WahR KHI. Hal
ini dirasa perlu agar perjanjian kawin berjalan aakoridor hukum dan untuk
menjamin hak-hak pihak yang membuat kesepakataamisusteri). Di
samping itu, perjanjian tersebut sangat urgen udtatur karena ada dalam
sebuah lembaga bernama pernikahan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan ketentuan dari perjanjian kawin yangrdiomkan dalam Pasal
29 ayat 1 sampai 4 yaitu:

(1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, akepilnak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjiatistgrang disahkan
oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana iddeykaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tgkadn

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilsnaelanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawirillmgsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tetsiiak dapat dirubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetupaink merubah dan
perubahan tidak merugikan pihak ketfga.

Lebih jauh, KHI mengatur bentuk-bentuk perjanjiamikayang dapat
diadakan oleh dua belah pihak dalam Pasal 45, paitupa:

1. taklik talak
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam

Ketika perjanjian kawin telah disepakati oleh ketietah pihak, maka

masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang dalarfargien tersebut

% Ibid., Pasal 29



tidak ada pihak-pihak lain yang memaks&idak ada alasan untuk tidak
menepatinya, karena hal tersebut akan menimbutkalikasi hukum. Lebih
jauh, pelanggaran atas perjanjian tersebut dapatbonet pernikahan menjadi
goyah dan mengganggu tercapainya tujuan pernikahan.

Pada prakteknya, meski perjanjian kawin telah dikap bersama,
tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suarteriis Adakalanya
pelanggaran perjanjian kawin terjadi sehingga mbolkan masalah di
kemudian hari.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atagamg@an kawin
dan melindungi pihak-pihak yang bersepakat dalanampjeén tersebut, maka
KHI mengatur hal tersebut dalam salah satu Pasalfagg berbunyi:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi Kegdada isteri

untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukansalgagai alasan

gugatan perceraian ke Pengadilan Agafha.”

Ketentuan yang menyebutkan pelanggaran atas parjekgwin dapat
dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalkahnoleh isteri ini
menggambarkan pihak isteri memiliki kedudukan yda@mt dan sangat
diproteksi oleh ketentuan yang ada dalam KHI tersebu

Posisi perempuan (isteri) dalam perjanjian kawingaardilindungi
oleh ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan epebbkngnya wacana

penghormatan terhadap eksistensi wanita, gerakanmnifeme dan sorotan

” Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesiagt.k-6 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), him. 159.

8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 51



banyak negara di dunia yang menganggap peremplagaelambang dan
mewakili identitas nasional serta kemurnian kebudaya

Sosiolog asal Turki Nilufer Gole sebagaimana dikatigh Robin L.
Bush menegaskan fenomena di atas dalam pernyataaehggai berikut :

“much more than anything else, outlooks regarding $bcial position

of women lie at the center of these debates. Fas iindeed the

attitudes about the position of women should oceéampciety that set
the course of action a society can take and thatkntlae limits of
moderization in Muslim societies.”

Keberpihakan ketentuan Pasal 51 terhadap posisimperan (isteri)
dengan cara bisa mengajukan permintaan pembatadkah rbila suami
melanggar perjanjian kawin ternyata juga menimhulkaroblema. Bila
ditelisik lebih mendalam, celah untuk meminta petalaa nikah perlahan
menjadi terbuka. Sebelumnya, pembatalan nikah tidagat begitu saja
diajukan. Pembatalan nikah dapat terjadi karenanyad@elanggaran rukun
dan syarat nikah.

Berikut ini beberapa alasan yang diperbolehkankuigtieri menuntut
fasakh atau pembatalan nikah di Pengadilan, yaitu :

1. Suami sakit gila
2. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapaardpkan dapat
sembuh

3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untefakmkan

hubungan kelamin

° Robin L. Bush, “Wacana Perempuan di Lingkungan Sebuah Perdebatan Mencari
Bentuk,” Tashwirul Afkar, No.5 Tahun 1999, him. 24.



4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafada isterinya
5. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaankddudukan suami
6. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dapa berita, sehingga

tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudatup lama°

Dari beberapa alasan yang disebutkan di atas, ggdaan perjanjian kawin
tidak disebutkan sebagai salah satu faktor yangtdapnjadikan alasan untuk
meminta pembatalan nikah.

Ketentuan Pasal 51 KHI tersebut juga tidak dijedaskli dalamnya
maupun di peraturan lainnya secara detail dan jelesgenai pelanggaran
perjanjian kawin yang dapat dijadikan untuk memiptanabatalan nikah.
Selain itu, juga perlu ditinjau menurut hukum Islam

Di sini, hukum atau ketentuan dituntut tegas ageakt terjadi
kesimpangsiuran yang membingungkan masyarakat. &lapai hal ini
terjadi tentu tidak menutup kemungkinan terjadidatpastian dan membuka
celah permainan hukum.

Berdasarkan latar belakang ini penyusun tertarikukunmeneliti
bagaimana kapasitas pelanggaran perjanjian kavimgge dapat dijadikan
alasan meminta pembatalan nikah dan pandangan hiflam terhadap

ketentuan Pasal 51 KHI tersebut.

10 spemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawirzet. ke-4
(Yogyakarta: Liberty, 1999), him, 114.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkaamddatar
belakang masalah, terdapat dua pokok masalah sdisataut :
1. Bagaimana kapasitas pelanggaran perjanjian kawinatdaljadikan
sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelamygagganjian
kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan rdkddom Pasal 51

KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
Berdasarkan rumusan pokok-pokok masalah diatas tplan yang
hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebaggkbt :
a. Menjelaskan kapasitas pelanggaran perjanjian kayéang dapat
dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalat n
b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaaygerjanjian
kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan rskbhgaimana
terdapat dalam Pasal 51 KHI.
2. Kegunaan
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapahamgbah khazanah
keilmuan hukum Islam bagi masyarakat luas terutgama berkaitan
dengan pelanggaran perjanjian kawin sebagai alas@k tmeminta

pembatalan nikah.



b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkanaddgermanfaat dan
memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktiskum dan

pihak-pihak yang berkompeten dengan pelaksanaammigtam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap pustaka dan uiteyahg yang
berisi penelitian mengenai perjanjian kawin dan lpat@an nikah, terdapat
beberapa penelitian yang telah dilakukan baik meaigeerjanjian kawin
maupun pembatalan nikah.

Beberapa penelitian di antaranya ialah karya toli®n Rosyadi yang
“Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagabAlBgrceraian”. Tulisan
tersebut merupakan penelitian mengenai pengingkaemanjian kawin
sebagai alasan perceraian. Kesimpulan dari peneliérsebut adalah bahwa
pengingkaran perjanjian kawin dapat dijadikan sebagiasan untuk
mengajukan gugatan cerai ketika pengingkaran peman tersebut
mengancam keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya adalah skripsi dari M. Faiz Fanani ydoeyjudul
Pengingkaran Perjanjian Kawin sebagai Alasan Peai@n. Dalam skripsi
tersebut dibahas mengenai penggunaan pelanggaijanjip@ kawin sebagai

alasan perceraian. Kesimpulannya bahwa pelanggsganjian kawin bila

™ Imron Rosyadi, “Perjanjian Perkawinan dan Kapasiya sebagai Alasan Perceraian,”
Mimbar HukumNo. 24 , Th. VII (Januari-Februari 1996)



mencapai tahap menyebabkan suatu pernikahan meidiakiiharmonis maka
dapat digunakan sebagai alasan perceraian apabilalisehendak?

Penelitian lainnya adalah penelitian dalam benkunipsi yang disusun
oleh Wiwin Siti Aminah berjuduKonsep Fasakh Nikah Menurut Imam asy-
Syafii dan Kompilasi Hukum Islam, Relevansinya dargepentingan Hukum
Masyarakat Dewasa InDari penelitian ini tidak dibahas mengenai pergan;
kawin maupun implikasinya, namun lebih banyak merabalpersoalan
pembatalan nikah dalam KHI. Secara lebih gamblarkgips tersebut
menjelaskan konsep Imam Syafii mengefamiakh nikah dan alasan-alasan
yang dapat mendorong terjadinf@sakh Konsep inilah yang mendominasi
pembahasan mengenai fasakh dalam KHI. Pada kesinmyaladiperlukan
reaktualisasi KHI baik secara formal maupun mateaigar terus relevan
dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Melihat karya-karya ilmiah yang telah dipaparkanaths, penyusun
menganggap belum ada yang secara tegas menjelaskagenai perjanjian
kawin dan pelanggaran terhadapnya hingga bisa memjadan untuk
meminta pembatalan nikah, khususnya yang mengada petentuan-
ketentuan yang ada dalam KHI. Oleh karena itu pemyasenganggap perliu

adanya kajian yang lebih spesifik mengenai hal ini.

2 M. Faiz Fanani, “Pengingkaran Perjanjian Kawinaggh Alasan Perceraian”, skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kagg Yogyakarta (2006).

13 Wiwin Siti Aminah, “Konsep Fasakh Nikah Menurutdm asy- Syafii dan Kompilasi
Hukum Islam Relevansinya dangan Kepentingan Hukuasydrakat Dewasa Ini”, skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijagagyakarta (1999).
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E. Kerangka Teoretik

Hukum membuat perjanjian dalam perkawinan adatabah artinya
seseorang boleh untuk membuat perjanjian dan bpldh untuk tidak
membuatnya? Ketika perjanjian kawin sudah dibuat dan disepiakah dua
pihak (suami isteri), maka masing-masing wajib marhérya sepanjang
dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak yaing memaks&.Jumhar
ulama berpendapat bahwa memenuhi perjanjian kavelalagajib, karena di
dalamnya pihak-pihak telah berjanji untuk memenskarat-syarat (isi
perjanjian) yang telah disepakati. Bahkan masih ungnumhir ulama,
syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahanh lexerhak untuk
dilaksanakart®

Kewajiban memenuhi perjanjian juga ditegaskan dagat al-Qur'an

sebagai berikut :
7Y gos O™ dgall O dgally V341

Ayat di atas juga menyatakan bahwa setiap janjipgitanggungjawabannya,
yaitu melaksanakan janji dan menanggung konsekuestdia janji tidak

terpenuhi.

14 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fighrikahat
dan Undang-Undang Perkawinddakarta: Kencana, 2006), him. 146.

5 Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesiagt.ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003) him. 159.

6 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indoneskdm. 145-146.

7 Al-Isra (17) : 34.
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Kewajiban memenuhi janji atau syarat juga terdajmam sebuah

gaidah fighiyyahberikut:
BN o g Ll ol s V) gl 8 e O el

Dalam gaidah tersebut juga dinyatakan bahwa syarat atau jamjg y@arus
dipenuhi adalah janji yang isinya tidak menghalalk@ng haram ataupun
sebaliknya.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi janji, terdapati hukum
yang menyatakan bahwa pemenuhan janji adalah Keamajyang harus
dilaksanakan karena berlaku mengikat sebagaimanargndhdang. Teori
tersebut adalaliPacta Sunt Servandeyang berarti ketika perjanjian telah
dibuat, maka berlaku sebagai undang-unda@eh karena itu, sebagaimana
undang-undang, perjanjian wajib dan harus ditaati.

Teori tersebut sama dengan kehendak dari KUH PeRkzdal 1338
ayat (1) yang menyatakan :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakagse¢ undang-

undang bagi yang membuatnya.”

Segala sesuatu yang telah disepakati harus dilakaanoleh para pihak
sebagaimana yang telah dikehendaki oleh mereka sBibh satu pihak dalam

perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak laiard perjanjian tersebut

18 As- Sayyid Sabigrigh as- SunnalKairo: Maktabah al- Adab, t.t.), VI: 114.

9 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&erikatan yang Lahir dari Perjanjiar(Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2006), him. 59.
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berhak untuk memaksakan pelaksanaannnya melaluaniseke dan jalur
hukum yang berlaku.

Untuk mengantisipasi dan menyediakan aturan hukunaka
ketentuan mengenai pelanggaran perjanjian kawidiaiur dalam KHI Pasal
51 sebagai berikut :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi Kegdada isteri

untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukanegagai alasan

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

Kompetensi KHI dalam mengatur persoalan tersebutgatan
dibutuhkan bagi masyarakat terutama umat Islam ndafaenyelesaikan
persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut. El@eliut merupakan
keniscayaan karena menurut Busthanul Arifin selmag@a dikutip oleh
Marzuki Wahid dan Rumadi dalaFigh Madzhab NegarakHI adalahfigh
dalam bahasa undang-und&figdengan demikian, berlakunya KHI tidak
lepas serta butuh legitimasi politik dan yuridisi d@kuasaan negafa.

Kewenangan negara dalam mengatur permasalahan nalesya
sebagaimana terdapat dalam KHI termasuk mengenganpan kawin

tersebut sejalan denggaidah fighiyyahberikut :

2 3ol ally b e 2 ) o oY) O3 s

20 Marzuki Wahid dan Rumadkigh Madzhab Negaraylm. 167.
bid., him. 156.

22 |mam Jalal ad- Din ‘Abd ar- Rafin Abi Bakr as- SuyfitAl- Asybah wa an- Nair
(Beirut: Dér al- Fikr, 1995), I: 126.
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Madahah yang menjadi dasar dalagéidah fighiyyahdi atas adalah
magdahah yang sebenarnyalt madahah al- agigah yang berfungsi untuk
menjaga lima perkara: agama, jiwa, harta, akal ddorknan sebagaimana
tujuan darimaqasd as syari'ah, tujuan yang dikehendalgyara’ di seluruh
hukumnya.

Secara terminologis, Asy- Syait mendefinisikanmagahah sebagai
sesuatu yang merujuk atau dikembalikan kepada tegaknya kehidupa
manusig> Termasuk juga kehidupan rumah tangga dalam sutani
pernikahan.

Pelanggaran perjanjian kawin yang diatur dalam Pals&HI di mana
bisa memberikan hak bagi isteri untuk meminta peatha nikah merupakan
aturan yang didasarkan padd- magahah. Apabila tidak diatur maka
dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian pada sakti pihak ketika
perjanjian dilanggar yang pada akhirnya berpotensnggoyahkan rumah
tangga.

Dalam konteks perjanjian kawin, pihak isteri yangite sering
dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Untuk menolejel&kan hafsadah

harus dilakukan. Hal ini sesugéidah fighiyyatberikut :

24&\,4&\ g_,.l},— le-" C.Ls.ﬁ qu\.ﬁ.\ ;)J

% Abu Ishaq asy- Sydfi , al- Muwafagar £i UsOl al- Ahkéam, (Kairo: Dar al-Fikr, 1341
H), him 16.

2 bid., him. 63.
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Menolak kenadaratan danmafsadahini tidak bertentangan dengan
konsepmagdahat, bahkartermasuk konsemagahat mursalah

Dibukanya hak bagi isteri untuk meminta pembataiéd@h bukan
berarti memudahkan bagi isteri untuk mengakhiriuagbikatan pernikahan
begitu saja. Jangan sampai untuk menghilangkaru soathrat maka akan
menimbulkan madarat. Dalam hal inimadarat akibat kerugian yang timbul
dari perjanjian kawin denganagdarat yang timbul bila suatu pernikahan harus

dibatalkan.Teori ini berdasarkgaidah:
2ol dp YR

Oleh karena itu harus dibandingkan dan ditimbarg rdadarat atau
mafsadahtersebut, kemudian harus dihilangkan salah satubgedasarkan

gaidah:
2 Lagist ] OISS,L 1)) o Logadael o) Qi o )l 13|

Selain menggunakan konsepagahat, kerangka teori yang dipakai
ialah metode interpretasi gramatikal, yaitu sebuana penafsiran atau
penjelasan yang paling sederhana untuk mengetadinarketentuan undang-
undang dengan menguraikannya menurut bahasa, kasaratau bunyinya.

Arti kata atau makna ketentuan undang-undang dkala menurut bahasa

25:Abd al- Wahab Khalaflimu Ushulul Figh,alih bahasa oleh Masdar Helmy, cet. ke-2
(Bandung: Gema Risalah Press, 1997), him. 370.

% Asymuni AbdurrahmanKaidah-kaidah Fighiyyahcetke-1 (Jakarta: Bulan Bintang,
1967), him. 28.
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sehari-hari yang umum. Metode ini sangat logis karbukum terikat oleh
bahas&!

Metode interpretasi gramatikal ini digunakan untombedah aturan
hukum yang ada dalam KHI untuk mengetahui makna yhkehendaki dari
ketentuan hukum tersebut.

Terakhir, produk hukum harus memenuhi tiga unsunegekan
hukum, vyaitu kepastian hukum, re€htssicherhejt kemanfaatan

(zweckmasssigkgidlan keadilanderechtigkeit®

F. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustakiargry research),
yaitu penelitian yang menggunakan berbagai literatalam proses
pengumpulan data.
2. Sifat Penelitian
Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-¢itil, yakni
menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yatay Proses itu
didasarkan pada data-data atas masalah yang berkaetelah itu
dilanjutkan dengan proses analisis.

3. Pendekatan

%" sudikno Mertokusumaviengenal Hukum Suatu Penganteet. ke-3 (Yogyakarta:
Liberty, 2002), him, 155-156.

2bid., him, 145
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdpéndekatan
yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pentierkamasalah dengan
mendasarkan pada asas-asas hukum dan aturan peyumdiangan yang
berlaku di Indonesia mengenai masalah perkawinardar®kan
pendekatan normatif adalah cara mendekati masalad giteliti dengan
mendasarkan pada hukum Islam.

4. Pengumpulan data

Sumber data primer dari penelitian ini adalah Kdagpi Hukum
Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentsrgaf®inan.
Sementara data sekunder adalah seluruh materi lyark@itan dengan
penelitian baik dari buku, jurnal maupun tulisatir@di internet. Karena
tergolong jenis penelitian pustaka, pengumpulanardet dengan
menelusuri literatur-literatur tersebut.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah andissitatif
dengan menggunakan instrumen analisis induktif, tuyamenarik
kesimpulan dari khusus ke umum. Selain itu jugagganakan analisis

deduktif, menarik dari kesimpulan yang bersifat omke khusus.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh pembahasan dan penulisan skrggj yerarah,
dan sistematis, maka penyusun membuat sistema@k@bghasan meliputi

lima bab, yaitu :



17

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan untuk miamkam
pembahasan penelitian dan menguraikan garis besadifi|an meliputi latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegupaagelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian ddemsatika pembahasan.

Bab kedua ini berisi tinjauan umum tentang perganjkawin dan
pembatalan nikah. Tinjauan umum ini diletakkan p&dd kedua untuk
memandu pembahasan dalam skripsi ini yang berkaitmgan dua hal
tersebut, yaitu perjanjian kawin dan pembatalanmiBab ini dibagi dua sub
bab, mengenai perjanjian kawin dan pembatalan nigab. bab perjanjian
kawin meliputi pengertian perjanjian kawin, bentdatuk perjanjian kawin,
signifikansi dan keabsahan perjanjian kawin. Adapub kab pembatalan
nikah meliputi pengertian pembatalan nikah, pihddak yangberhak
mengajukan pembatalan nikah, sebab-sebab pembatddah dan akibat
hukum pembatalan nikah.

Bab ketiga membahas mengenai pelanggaran perjskgiam dalam
KHI. Penyusun menganggap bahasan ini penting sebiigaolak sebelum
melangkah menuju bab selanjutnya. Bab ini meliglutaa sub bab, yaitu
pembatalan nikah dalam KHI dan pelanggaran perjahgavin dalam KHI.
Pembatalan nikah dalam KHI dicantumkan dalam sub ba untuk
mngetahui konsep KHI tentang pembatalan nikah. Sgd@emn pelanggaran
perjanjian kawin dimasukkan untuk menjelaskan pglaran perjanjian

kawin yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.
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Bab keempat, berisi analisis terhadap ketentuanasal 51. Bab ini
merupakan bagian penting dari isi skripsi karenasbeasil penelitian dan
jawaban dari pokok masalah. Ada dua sub bab dalamnbayeitu analisis
terhadap kapasitas pelanggaran perjanjian kawin glapgt dijadikan sebagai
alasan untuk meminta pembatalan nikah dalam KHBIPa% dan analisis
terhadap pelanggaran perjanjian kawin sebagai ralasauk meminta
pembatalan nikah dalam KHI menurut hukum Islam.

Sedangkan bab kelima adalah penutup yang melipeginipulan
pembahasan dan saran-saran. Selanjutnya disusal gastaka dan lampiran-

lampiran.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN
DAN PEMBATALAN NIKAH
A. Perjanjian Kawin

1. Pengertian Perjanjian Kawin

Pada literatur figh klasik tidak ditemukan bahakhosus dengan
nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalanadaa figh dan
diteruskan dalam sebagian kitab figh dengan maksud) sama adalah
“persyaratan dalam pernikahan” atasy- syuriifi an- nikan.*

Bahasan tentang “syarat dalam pernikahan” tidakasaengan
“syarat pernikahan” yang dibicarakan dalam semtabKigh karena yang
dibahas dalam “syarat pernikahan” itu adalah sysyatat untuk sahnya
suatu pernikahah.

Pengertian perjanjian kawin dalam pembahasan ian dkbih
banyak mengupas perjanjian kawin yang terjadi dawas dan yang
diatur dalam beberapa peraturan yang ada di Indones

Perjanjian kawin tidak dapat dilepaskan dari kost@lergaulan
hidup, setiap hari manusia selalu melakukan peaodpérbuatan untuk
memenuhi keinginannya. Segala perbuatan manusm y@tara sengaja

dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misaimbuat surat

! Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara FighrMkahat dan
Undang-Undang Perkawina@akarta: Kencana, 2006), him. 145.

? Ibid.
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wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinampkesuatan hukurf
Dalam perspektif hukum, perbuatan hukum digolongkaenjadi dua,
yaitu :
a. Perbuatan hukum sepihak
Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu kpibaja
dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada satu pibala,
misalnya, pembuatan surat wasiat dan pemberian.hibah
b. Perbuatan hukum dua pihak
Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihakalnya,
membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan pgasetujuan
jual beli?

Dari dua penggolongan tersebut, perjanjian kawin atap
dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua pihakenka perjanjian
kawin yang seperti itu telah diatur Kitab Undang-umgldélukum Perdata
(selanjutnya disebut KUH Perdata) maupun UndangwgdNomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut)UhiPa terjadi
karena adanya persetujuan kedua belah pihak, dedhimi suami isteri.

Perjanjian kawin sendiri merupakan bentuk dari patédn hukum

yang bernama perjanjian. Beberapa ahli hukum memsigbn perjanjian

% C.S.T Kansil,Pengantar lImu Hukum dan Tata Hukum Indonesit, ke-7 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1984), him. 119.

* Ibid.
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sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjapfidee seorang lain atau
dua orang saling berjanji untuk melaksanakan shaitt

Dinamakan perjanjian kawin karena diadakan dan barka
dengan perkawinan. Perjanjian kawin adalah perjanjiang diadakan
sebelum perkawinan dilangsungkan. UUP mengatur adagagrjanjian
kawin pada Pasal 29. Biasanya perjanjian dibuat kukepentingan
perlindungan hukum terhadap harta bawaan masingighasami ataupun
isteri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujparjanjian kawin
dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya disanapada pihak pelaku
perjanjian atau suami isteri. Perjanjian kawin sendulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan.

Mengenai kemungkinan diubahnya isi perjanjian kamanurut
KUH Perdata sama sekali tidak dapat dimungkinkan wpaia atas dasar
kesepakatan selama berlangsungnya pernikahan. gi@aiadalam UUP,
perubahan dimungkinkan selama tidak merugikan piketiga. Dapat
disimpulkan bahwa perjanjian kawin adalah bentuk yetdn hukum dua
belah pihak, antara suami isteri yang memperjanjii@k mengenai harta
maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengndang-undang,

moral maupun agama.

® Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian dalam Islam : iajterhadap Masalah Cacat
Kehendak (Wilsgebreken)Jurnal Penelitian Agama\o. 21, Th. VIl (Januari-April 1999), him.
91.
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2. Bentuk-bentuk Perjanjian Kawin

Bentuk- bentuk perjanjian kawin dapat dibedakan menu
sumbernya. Untuk itu penyusun membaginya dalam &etbgrikut:
a. Menurut KUH Perdata

Menganut asas percampuran harta dan kekayaan aueama
isteri @lghele gemeenschap van goerderestika perkawinan terjadi,
jika sebelumnya tidak diadakan perjanjian terlebahulu® Namun
calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian kaslagaimana
disebutkan dalam Pasal 139 KUH Perdata sebag#iiberi

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon
suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa
penyimpangan dari beberapa peraturan undang-urskkiigr
persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidekyalahi
tata susila yang baik atau tata tertib umum dahdaisalahkan
pula segala ketentuan di bawah ini”.

Sebagai contoh, suatu perjanjian kawin tidak hadgpat
menyingkirkan satu benda saja (misalnya satu rumahyi
percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyirgkirlsegala
percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dudohcon
perjanjian yang banyak terpakai, yaitu perjanjipercampuran laba

rugi” (gemeenschap van winst en vejlidan perjanjian “percampuran

penghasilan”demeenschap van vruchten en inkonjsten

® KUH Perdata Pasal 119 menyatakdmulai saat perkawinan dilangsungkan, demi
hukum berlakulah persatuan bulat antara harta keleay suami dan istri, sekedar mengenai itu
dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan.l&@ersatuan itu sepanjang perkawinan tak
boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu pejsatuantara suami dan istri.

" Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdatzet. ke-22 (Jakarta: Intermasa, 1989), him. 37.
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b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUH Petdldf,
mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat mabpkam Islam,
yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh sebaadiah atau
warisan tetap dikuasai masing-masing suami isteglang yang
menjadi harta bersama hanyalah harta benda yamgoteh selama
perkawinarf Melalui perjanjian kawin, suami isteri dapat
menyimpangi ketentuan UUP di atas dan bila dikehendalat
membuat perjanjian percampuran harta pribadi, mipdapat
dipertegas lagi dalam bentuk :

1) Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelemnkawinan
maupun selama perkawinan berlangsung.

2) Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan
dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama
perkawinan tetap menjadi milik masing-masing). Atau
sebaliknya, percampuran harta benda pribadi haraa s
perkawinan berlangsung (harta bawaan atau harta dpriba
sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik mgsi

masing).

8 Lihat UUP Pasal 35 ayat (1Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadtdar
bersamaAyat (2) berbunyi Harta bawaan dari masing-masing suami dan isten ¢éiarta benda
yang diperoleh msing-masing sebagai hadiah atausaar adalah dibawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

° Imron Rosyadi, “Perjanjian Perkawinan dan Kapasiya sebagai Alasan Perceraian,”
Mimbar HukumNo. 24 , Th. VII (Januari-Februari 1996), him. 57.
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c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Menurut KHI Pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon
mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk :

1) taklik talak

2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hulglam

Taklik talak sebagai bentuk perjanjian kawin inidatk
disebutkan dalam UUP. Namun KHI memasukkannya selssdah
satu bentuk perjanjian kawin. Selain bentuk peiganjperkawinan
berupa taklik talak, KHI juga mengatur bentuk pgiganperkawinan
yang menyangkut percampuran harta pribadi dan péas harta
pencaharian’

Isi perjanjian kawin merupakan hal yang sangat mrgatuk
kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Pamakgiwin dibuat untuk
kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawssing-masing
suami atau isteri. Meskipun begitu, UUP tidak mengatjuan perjanjian
kawin dan apa yang dapat diperjanjikan secara detsbalanya
diserahkan pada pihak calon pasangan yang akakahen

Pada dasarnya isi perjanjian kawin dapat mengatuygbesaian
dari masalah yang bisa saja timbul selama masaywearén, antara lain :
a. Pemisahan harta kekayaan

Syaratnya harus dibuat sebelum pernikahan. Kaladahsu

menikah, sudah tidak bisa lagi membuat pemisahaa.h&emuanya

1% |ihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47
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menjadi harta gono gini, yaitu harta yang diperolsklama
perkawinan. Sedangkan harta yang ada sebelumnyaavgedn
berlangsung menjadi harta bawaan masing-masing.uNaapabila
dalam rangka proses cerai ingin memisahkan harmayngkinkan
membuat perjanjian pembagian harta. Pada dasatalgan perjanjian
kawin bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampbarta
pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahaerlangsung
atau apabila terjadi perceraian atau kematian.
b. Pemisahan utang
Perjanjian kawin bisa juga mengatur mengenai mhasatang
yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yaembawa atau
mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adaéaigwytang terjadi
sebelum pernikahan, selama masa pernikahan atlals@ierceraian
bahkan kematian.
c. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikanaabut
Perjanjian kawin juga bisa mengatur mengenai tanggamab
terhadap anak, terutama mengenai biaya hidup amak diaya
pendidikan. Dalam hal ini bisa diatur besaran kbogi masing-
masing orangtua agar kesejahteraan anak terfamin.
d. Taklik talak
Taklik talak sebagai perjanjian kawin ini hanya ethistkan

dalam KHI. Taklik talak berarti penggantungan taldWdenurut

1 “perjanjian Pra Nikah,” _http://pa-mungkid.ptasearay.net/index2.php?optisn

com_content&do_pdf=1&id=41, akses 8 Agustus 2008.
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pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrarmdna suami
menggantungkan terjadinya suatu talak atas is@rapabila ternyata
di kemudian hari melaksanakan salah satu atau semog telah
diikrarkannya'? Taklik talak ini biasanya diucapkan setelah sélesa
melaksanakan akad nikahSgat taklik talak ini sudah diatur dalam

Peraturan Menteri Agama.

3. Signifikans Perjanjian Kawin

Terdapat beberapa hal yang menjadikan suatu pearakpwin
memiliki peran yang sangat penting, di antaranydaddsebagai berikut :
a. Dengan perjanjian kawin, isteri bisa mengajukansghagai alasan
perceraian maupun pembatalan nikah bila perjanjtansebut
dilanggar®®

b. Perjanjian kawin tidak bisa menghilangkan kewajilsaami untuk
memenuhi kebutuhan rumah tandga.

c. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kawin tidakeboimerugikan
pihak ketiga maupun memberikan manfaat kepada peaga kecuali
sudah diperjanjikan untuk memberi manfaat kepadsakpiketiga

sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata Pasal1317.

12 Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawijraat.ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him. 227.

13 Lihat KHI Pasal 51
14| ihat KHI Pasal 48

BLihat KUH Perdata Pasal 1340



27

4. Keabsahan Perjanjian Kawin

Dalam hukum barat Eropa Kontinental, ditentukanwasalagar
dapat dikatakan sah, suatu perjanjian harus memesydrat-syarat
sebagai berikut :

a. adanya perijinan sebagai kata sepakat dari kedl#h ehak yang
membuat perjanjiartdestemming

b. kecakapan atau kedewasaaaek(vaamh@i pada diri mereka yang
membuat perjanjian

c. mengenai pokok atau obyek terterttegaald onderwenp

d. adanya sebab (kausa) yang haj@ioorloofde oorzagk®

Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan sah dan nierédkuatan
hukum apabila memenuhi beberapa unsur sebagauberik
a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjiamkawi
Calon suami dan isteri yang akan membuat perjaria@min
harus mendasarkannya atas persetujuan bersamaudvigksapa yang
dikehendaki oleh calon suami juga harus dikehendiagki calon isteri,
begitu pula sebaliknya. Suatu kesepakatan yangldinthya terdapat
cacat kehendak berupa paksaalwgng, penipuan lfedrog dan

kekhilafan @waling meski telah lahir secara sah, perjanjian yang

1 syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian dalam Islam : iKajterhadap Masalah Cacat
Kehendak (Wilsgebreken),” him. 88.
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dibuat para pihak dapat dibatalkaverietigbaa) sehingga hilang
keabsahannyH.
b. Suami isteri cakap membuat perjanjian
Perjanjian kawin harus dibuat oleh suami isterigyaakap

bertindak hukum karena secara hukum akan memilkadrbperjanjian.
Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan tentang oramg tidak
cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :
(1) orang-orang yang belum dewasa
(2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
(3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetap&ieh

undang-undang, dan pada umumnya semua orang Kkespua

undang-undang telah melarang membuat perjanjigafp@n

tertentu

Supaya perjanjian kawin dapat dikatakan sah, makasha

terhindar dari unsur-unsur yang dicantumkan dalabHKPerdata
Pasal 1330 di atas. Salah satu unsur yang sanganh wxdalah
“kedewasaan”. Parameter dewasa adalah umur. Dalam RHdBI 6
ayat (2) dinyatakan untuk melangsungkan pernikabesgorang yang
belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izirkedua orang
tuanya. Sehingga dalam hal membuat perjanjian kauwga harus
seizin orangtuanya. Mengenai batas usia kedewasaan di

Mahkamah Agung (MA) sendiri belum ada kata sepakamuinh

dalam lokakarya hukum yang diadakan bagi para hdkioonesia,

Ybid., him. 94.
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dikemukakan bahwa selama belum ada ketegasan darbstas usia
dewasa adalah 21 tahun dan belum pernah kawin.

Syarat pertama dan kedua di atas disebut syaratelstifh
karena syarat ini menyangkut orang atau subyek yaegnbuat
perjanjian kawint® Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, untuk dapat
dibatalkan perlu ada pihak yang merasa keberatammasuntut untuk
dibatalkannya perjanjian tersebut. Jika tidakpejanjian kawin tetap
berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

c. Obyek perjanjian jelas

Obyek perjanjian ini mengenai isi perjanjian kawmsalnya
percampuran harta benda pribadi atau pemisahaa harsama dan
sebagainya. Obyek perjanjian kawin bisa juga mencaba@ang-
barang yang akan ada di kemudian hari. Misalnygapen yang
berisi pemisahan harta benda bersama. Meski sganjen itu dibuat
hartanya belum terwujud dan baru akan terwujud gadaperkawinan
berlangsung?®

d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesSila
Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengakum,

misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakérk modal

18 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&erikatan yang Lahir dari Perjanjiar(Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2006), him. 93.

19 KUH Perdata Pasal 1334

% Lihat KUH Perdata Pasal 139 dan 1320 serta UUBIR&sayat (2)



30

usaha perjudian, Juga tidak boleh bertentangan atersgama,
misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

Syarat ketiga dan keempat di atas disebut syargéektb
karena menyangkut obyek dari perjanjian katbidika syarat ini tidak
terpenuhi, tanpa menunggu adanya pihak yang metabaratan,
pengadilan secarax officio dapat menyatakan perjanjian dianggap
tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikemdnmalgada hukum
semula.

e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawatca®an Nikah
(PPN)

Syarat ini lebih tepat disebut syarat administralEbelum
berlaku UUP, menurut KUH Perdata apabila calon suégst@ri
bermaksud membuat perjanjian kawin maka harus djkeandalam
sebuah akta yang disahkan oleh notaris. SetelalakberJUP,
perjanjian kawin dapat dicatat dan disahkan oleha®Rag Pencatat
Nikah. Jika tidak dicatatkan dan disahkan oleh RegaPencatat
Nikah atau notaris, maka perjanjian kawin tidak migmkekuatan

hukum.

L Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&@erikatan yang Lahir dari Perjanjiarhim. 93
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B. Pembatalan Nikah

1. Pengertian Pembatalan Nikah

Dari segi bahasa Indonesia, kata pembatalan merapamyalan
pe- dan akhiran -an, yang asal katanya adalah|bé&tilah “batal’-nya
perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karewapar berbagai
ragam tentang pengertian bataikefig) tersebut. Batal beramietig zonder
kracht (tidak ada kekuatangonder waarde(tidak ada nilai). Dapat
dibatalkan berartinietig verklaard, sedangkanabsolut nietig adalah
pembatalan mutlak.

Istilah dapat dibatalkan ini berarti dapat fdsickan ataurelatif
nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan besalielumnya
telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena gdamelanggaran
terhadap aturan-aturan tertefftu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “batal” meygi arti
tidak sah lagi, tidak berlaku atau sia-Sidadi sesuatu itu dikatakan batal
apabila sesuatu tersebut tidak sah atau tidakkoetégi. Dalam Kamus
Besar Kontemporer, kata batal dalam kaitannya dengsasalah

perkawinan diartikan dengan urung atau ditunda. Adapkata

22 Martiman Prodjohamidjodjoiukum Perkawinan Indonesidakarta: Indonesia Legal
Center Publishing, 2002), him 25.

% pusat Pembinaan & Pengembangan Baliéemaus Besar Bahasa Indonegidakarta :
Balai Pustaka, 1989 ), him. 84.
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“pembatalan” diartikan sebagai suatu tindakan meatken atau proses
pembuatan dan cara membatalkan.

Nomenklatur pembatalan perkawinan atau pernikaheasakedari
istlah  hukum vyang berlaku di Indonesia. Literatdigh Kklasik
mengenalnya sebagd@sakhyang berasal dari bahasa Arab dari akar kata
fa-sa-khayang secara etimologi berarti membatalian.

As- Sayyid Sabig memberikan definisi terminoldgsakh yaitu
batal dan lepasnya ikatan pernikahan antara susi®ii,i adakalanya
disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat padiangkah itu sendiri dan
adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemydiag menyebabkan
akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjuRan.

Ulama dari empatmazhab besar berpendapat dan bersepakat
bahwa fasakhadalah salah satu bentuk pisahnya suatu perniksdiam
talag Namun masing-masingnazhab mempunyai perbedaan dalam
merumuskan pendapat mengenai pisahnya pernikah&m dbentuk
fasakh

Ulama Syafi‘iyyahberpendapat bahwa putusnya suatu pernikahan
yang berbentukfasakh di antaranya karena ketidakmampuan suami

membayar mahar, nafkah, pakaian, atau tempat fingg@ndi‘an, cacat,

2 peter Salim dan Yenny Salinkamus Besar Indonesia Kontemporef Jakarta :
Modern English Press,1991 ), him. 152.

25 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonestdm. 242.

% As- Sayyid Sabigrigh as- Sunnatget.ke-2 (Beirut: Dar al- Fikr, 1980), II: 268.
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wat dengan syubhat, salah satu suami isteri murtasilknalamnya salah
satu suami isteri kafir, tidak adeafa’ah dan pisah karena suami isteri
adalah saudara sesusdan.

Adapun ulamaMalikiyyah memiliki pandangan bahwa pisahnya
perkawinan yang berbentdisakhkarena beberapa hal, yaitu akad yang
fasid yang disepakati kerusakannya, misalnya nikatut'ah yang
digantungkan, karena para imanazhab bersepakat ateffsid akad nikah
seperti itu. Selanjutnya pisahnya pernikahan kaseparsusuait,’an dan
putusnya pernikahan disebabkan salah satu pasangam isteri ditahan
atau dipenjara karena hal tersebut mengganggu babupernikahan
antara pasangan suami ist&ri.

Menurut ulamaHanabilah bentuk putusnya ikatan pernikahan
berupafasakhdi antaranya ialakhulu‘ apabila tanpa tangafaztalak atau
niat talak, murtadnya salah satu suami atau ideerikarena cacat. Ketiga
hal tersebut juga harusfaisakhmelalui keputusan hakif.

Ulama Hanafiyyah juga memiliki pandangan sendiri, fasakh di
antaranya terjadi apabila salah seorang suami iségada diDar al-

Islam baik itu muslim atawwimm] sedangkan yang lainnya adalah kafir

27 ‘Abd ar- Rajman al-Jaziri Kitab al-Figh * ala Mazahib al-Arba’al{Beirut: Dar al-
Kutub al- ‘llmiyyah, t.t.), IV: 375.

2 bid., him. 376.

#Ibid.
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dan berada dbar al- Harb. Juga karena rusaknya akad akibat satu dari
beberapa sebab seperti menikah tanpa saksi®$aksi.

Ketentuan mengendasakhjuga diatur dalam figh klasik sebagai
sarana menolak keudaratan atas perempuan atau isteri. Dibolehkan bagi
isteri menfasakhpernikahan dari suaminya yang sedang sukar datém h
harta benda ataupun pekerjdan.

Kemudaratan yang dimaksud di atas adalahmkehratan karena
tidak adanya nafkah, kiswah (pakaian) ataupun mabaleh bagi isteri
untuk menfasakh berarti membuka peluang untd&sakh Peluang ini
boleh digunakan atau tidak. Isteri boleh memilitagafasakhatau sabar
dengan kondisi yang ada.

‘Abd ar- Ralman al-Jaziri mengatakan nikah yang batal terbagi
dua macam yaitufasid danbatl. Nikah fasid adalah nikah yang tidak
memenuhi salah satu syarat nikah. Sedang nikah lyafigadalah nikah
yang tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah.

Djamil Latif berpandangan suatu perkawinan yangllde tidak

terpenuhinya syarat dan rukun karena adanya urssgngajaan untuk

%0 |bid., him. 374.
31 sayyid al- BakriJ‘anah at Talibin (Semarang: Toha Putera,t.t), IV: 86.
%2 bid.

%3 «Abd ar- Ralman al-JaziriKitab al-Figh * ala Mazahib al-Arba’ahlV: 109.
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tidak memenuhinya. Sedangkan dikatakisid apabila pelaksanaan
pernikahan tidak sengaja mengabaikan syarat dam pérnikahari?

Bertolak dari beberapa pengertian di atas dapadriklitdua
komponen pokok yang selalu mengiringi perkara peatda nikah, yaitu
tidak (kurang) terpenuhinya syarat dan rukun nik&yariat Islam
menetapkan beberapa syarat dan rukun yang harenutip dalam
pernikahan agar dapat dipandang sah sebagai wertstikum.

Rukun merupakan unsur pokok dalam setiap perbulat&am,
sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap darm pogok tersebut.
Bila kedua hal itu tidak terpenuhi maka perbua&eebut dianggap tidak
sah menurut hukum. Rukun beserta syarat nikah titdgdat dipisahkan
karena syarat-syarat tersebut mengikuti rukun nikah

Fasakh dalam figh klasik dapat ditarik ke dalam istilabkbm
Indonesia dengan nama pembatalan nikah. Konsep gtalab pada
dasarnya berasal dari kondapakhitu sendiri.

Rumusan di atas dapat dijabarkan sebagai befartama,kata
“pembatalan” mengandung arti bahwasakh mengakhiri berlakunya
sesuatu yang terjadi sebelumnyKedua, kata “pernikahan” yang
mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak bolelargsung untuk

selanjutnya itu adalah ikatan pernikahan dan tidetkadap yang lainny3.

3 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonegiakarta: Ghalia Indonesia, 1985),
him. 107.

% Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonegstdm. 242.
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Pembatalan perkawinan menurut perundang-undangarg yan
berlaku di Indonesia ialah tindakan pengadilan yaegupa keputusan
yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu daken tidak sah, dan
sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggajk tmrnah ada. Dari
pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesanpyditu :

a. Perkawinan dianggap tidak sah.

b. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada

c. Oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yadigatalkan
perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suginitis

Menurut UUP, pada prinsipnya perkawinan dapat diketa
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syaratikumielangsungkan
perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah tsygasat yang diatur
dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UUP, yang kesemuapgajang hukum
masing-masing agama dari yang bersangkutan tidalemtekan lairi’

Ketentuan di atas adalah sesuai dengan prinsip giaomuskan
dalam Pasal 2 ayat (1) UUP dan penjelasannya. tartbéahwa apabila
perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi $ysrarat yang
ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, yrgtkawinan Islam
tidak memenuhi syarat-syarat hukumsyara’ agama Islam, maka

perkawinan itu dapat dibatalkan.

% M. Yahya HarahapHukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 Tah@n4
PP No.9 Tahun 197% Medan : CV Zahir Trading Co, 1975), him. 7.

37 SudarsonaHukum Perkawinan Nasiongl Jakarta : Rineka Cipta, 1991 ), him. 106.
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Dasar hukum pembatalan perkawinan adalah Pasal 22ydhiy
menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apadmitapihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawina

Pengertian dari Pasal 22 UUP adalah apabila perkawialah
dilaksanakan akan tetapi sesudah terjadinya pelaksatu masih terdapat
kekurangan yang menyangkut persyaratan yang dikentuUU.
Sedangkan pengertian kata “dapat’” yang ada dalasal P22 UUP
diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamanenurut ketentuan
agamanya masing-masing tidak menentukan lain. tégdisnya dalam
memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawpemrgadilan
harus selalu memperhatikan ketentuan agama meagigaperkawinannya
dimintakan pembatalannya. Bagaimanapun juga jikeerikean hukum
agama yang bersangkutan sudah dipenuhi dan jikeunmeketentuan
agama perkawinan itu sah, maka pengadilan tidakt dagabatalkari®

Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan adatalakan
pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakamabperkawinan
yang dilaksanakan dinyatakan tidak sah, maka keaitaaianggap tidak
pernah add’

Pasal 8 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahaiayaat
perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakjm B&mbatalan ini

juga disebabkan oleh sifat-sifat perkawinan itu serydng harus selalu

% Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan di Malaysia dan IndonesiBandung : Remaja
Rosdakarya, 1991), him. 83.

%9 M.Yahya Harahapsiukum Perkawinan Nasionahim. 55.
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dilangsungkan dibawah pengawasan Negara. agarvgeeda itu dapat
dibatalkan maka dengan sendirinya harus ada suatkawinan yang
benar-benar diselenggarakan sebelumnya.

Ketentuan-ketentuan tentang pembatalan pernikalsor ddalam
Pasal 86-92 KUH Perdata, Pasal 22 — 28 Undang — Undantpr 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 — 38 PP tidbu& 1975 dan
Pasal 70 — 76 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan adanya aturan mengenai pembatalan perkawaramn ada
dalam UUP mempunyai kesamaan tujuan dengan hukam,lghitu demi

kemaslahatan yang tidak terlindungi oleh hukum reega

2. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Nikah

Mengingat bahwa dalam pembatalan nikah dapat membkivat
hukum maupun sosial baik positif dan negatif tedpaduami dan isteri
maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkéau
menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkaleh kedua belah
pihak maka pembatalan suatu pernikahan hanya degpakan oleh pihak-
pihak tertentu ke pengadilan yang memiliki wilayakkiim (kompetensi
relatif) sesuai tempat berlangsungnya pernikahano dt tempat tinggal

dari kedua belah pihak suami ist&ti.

“OMohd. Idris RamulyoHukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Unddstidang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Isl@ad, ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him.
177-178.
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Menurut ketentuan Pasal 23 UUP yang dapat mengajukan
pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke aAssdami atau
isteri.

b. Suami atau isteri

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16nildan setiap
orang yang mempunyai kepentingan hukum secara uUaggs

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya sepsetawinan itu
putus.

3. Sehab-sebhab Pembatalan Nikah

Para ulama figh berpendapat bahwa ada dua penyeiaia u
terjadinyafasakh yaitu:

a. Fasakh yang disebabkan rusaknya atau terdapatogh dalam akad
nikah.

b. Fasakh yang disebabkan ada penghalangn{ al- hur(f) setelah
berlangsungnya perkawin&h.

Rumusan hukum di Indonesia menentukan bahwa perkawina
dapat dibatalkan apabila para pihak tidak mememssyhrat-syarat atau
rukun-rukun untuk melangsungkan perkawinan. Hal-lahg dapat
dijadikan alasan mengajukan permohonan pembataldawwinan yaitu :

a. Tidak memenuhi persyaratan untuk kawin, yang did&lam Pasal 6-
12 UUP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai

41 As- Sayyid Sabidgrigh as- Sunnah): 268-269.
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2) Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempgkng belum
berumur 21 tahun.
3) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahomdEmpelai
wanita sudah mencapai 16 tahun.
4) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungarhtaiaarga
yang dilarang kawin.
5) Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atuyiang sama
yang hendak dikawini.
7) Bagi seorang wanita janda tidak dapat kawin lagekeb lewat
waktu tunggu.
b. Masih terikat dalam suatu perkawinan dengan oraing |
c. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pengatkhwinan
yang tidak berwenang.
d. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh duagsaksi.
f. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang gogdamukum.
g. Ketika perkawinan dilangsungkan terjadi salah sangkagenai diri
suami atau isteri.
Pada alasan butir g, tentunya juga harus dipertigitsn secara
bijaksana, dengan suatu pertanyaan mengapa tinabaih sangka dan
salah sangka yang bagaimanakah yang dapat dijadikesan untuk

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, temtal®san salah
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sangka tersebut adalah status suami yang masdkperamun sebenarnya
sudah mempunyai anak ataupun gadis yang ternyatmnperawan dapat
dijadikan alasan yang wajar.

Hak untuk mengajukan permohonan karena ancaman dan
kenyataannya ancaman tersebut telah hilang atadgogan alasan salah
sangka tentang diri suami atau istrinya kemudianeéayadari, jika dalam
waktu 6 bulan setelah itu masih tetap sebagai susmi dan tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan gialai, maka
haknya gugur.

Gugurnya  hak untuk mengajukan permohonan pembatala
tersebut adalah suatu hal yang rasional, sebabnigntaintara suami isteri
yang telah hidup bersama tersebut dianggap telpat slaensosialisasikan
diri di antara mereka dan dianggap telah meneripa adanya akan

pasangan yang mendampingi hidupnya itu.

. Akibat Hukum Pembatalan Nikah

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum tentu uomgip
akibat hukum, baik pernikahan itu masih berlangsomgupun sudah
putus. Demikian juga dalam pembatalan nikah menikaoulakibat
hukum.

Ada tiga masalah penting yang timbul akibat ba@lrsuatu
pernikahan. Ketiga masalah itu adalah hubungan igstari, orangtua dan

anak dan masalah harta benda. Adapun penjelasaebggai berikut:
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a. Akibat hukum yang berhubungan dengan suami isteri.

Akibat hukum vyang ditimbulkan dari pembatalan nikah
berbeda dengan perceraian. Adapun hal-hal yangaitenk dengan
hubungan suami istri antara lain:

1) ‘lddah

Ulama Syafi'iyyah menyebutkan akibat hukum dari
nikah yang fasid apabila sebelumnya terjadi persetubuhan
maka berlaku itldah** Menurut ulama Hanafiyyah, jika
nikahnya fasid karena menikahi mahram maka tidak ada
‘iddah Sedangkarasidyang disebabkan kurangnya salah satu
syarat nikah maka wajib adadah*?

Adapun dalam pandangan ulama Hanabilialdigh bagi
wanita yang dibatalkan nikahnya harus dijalankaik lbelah
atau belum terjadi persetubul¥n. Ulama Malikiyyah
memiliki pandangan yang agak berbeda, persetubyhag
terjadi pada akad yanffisid tidak menyebabkan kewajiban
beriddah® Ulama Indonesia, Ahmad Azhar Basyir

mengatakan bahwa waktuiddah bagi wanita yang

376.

42 al-Jaziri Kitab al-Figh * ala Mazahib al-Arba’ah IV: 116.
3 Ibid.

4 pPeunoh DalyHukum Perkawinan Islaneet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), him.

45 al-Jaziri,Kitab al-Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ah IV: 120.
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pernikahannya dibatalkan,iddahnya sama dengan karena
talak*®

2) Nafkah

Seorang wanita yang pernikahannya dibatalkan tidak
berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya. Hahitena
pernikahan yang akad nikahnfgsid tidak mewajibkan nafkah
bagi suami. Apabila akad pernikahan yang batalktatia hak
bagi isteri memperoleh mas kawimut’ah, nafkah, mewarisi
suami dan sebaliknya.
b. Akibat hukum yang berkaitan dengan anak.

Status anak lahir di pernikahan yang dibatalkanakgakan
ulama berpendapat bahwa statusnya tetap menjadi darakkedua
orangtuanya. Hal ini pantas berdasarkan pertimbakgamnusiaan
dan kepentingan anak. Tidak pantas seorang anakkuidmban yang
timbul karena pernikahan orangtuanya dibatalkan.gBerdemikian,
anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yangtdikan tersebut
mempunyai status hukum yang jelas dan sah sebagd( dari
orangtua mereka. Pendeknya, pembatalan nikah traaigakibatkan
hilangnya status andk. Anak pun masih berhak atas biaya
pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya hirdg@asa atau

telah menikah.

46 Ahmad Azhar BasyirHukum Perkawinan Islanget. ke-1 (Yogyakarta: Ull Press,
1990), him. 67.

4" M. Yahya HarahapHukum Perkawinan Nasionahim. 81.
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c. Akibat hukum yang berhubungan dengan harta bersama.
Dengan adanya pembatalan nikah, maka hubungan sstemi
berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masiiagns isteri tidak
berubah dan tetap menjadi miliknya. Adapun terhauapa bersama

dibagi menurut hukum Islam.



BAB 111
PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN

SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMINTA PEMBATALAN NIKAH
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Pembatalan Nikah dalam KHI

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesiangat
menggembirakan umat Islam di Indonesia, karena Kldrupakan buku
kompilasi pertama yang berbahasa Indonesia tetakigm keluarga Islam di
Indonesia.

Selain sebagai buku kompilasi hukum, KHI lebih jauga berfungsi
sebagai pegangan vyurisprudensi bagi para hakimmdatenyelesaikan
sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkup Rarad\gama® Hal ini
dimaksudkan agar para hakim memakai kitab hukung gama dalam proses
pengambilan keputusan hukum serta masyarakat maenkigpastian hukum.

Dalam pandangan Busthanul Arifin, gagasan dasar KHituy
pertama, untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia yaglgsj dan
dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukampuom masyarakat.
Kedua, untuk menyamakan hukum Islam yang berlaku di ma&gedr
Persepsi yang berbeda tentang syariah akan merkabahl-hal yang tidak

seragam dalam menentukan hukum Istam.

! Cik Hasan BisriKompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalame®&isHukum
Nasional(Jakarta: Logos Wacana limu, 1999), him. 113-114.

2 Amrullah Ahmad (et.al),Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional;

Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, 8et.ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
him. 11.

45
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Ketentuan tentang pembatalan nikah dibahas dalampk#ia Bab XI
yang memuat enam pasal dari Pasal 70 hingga 76mDieddentuan pasal-
pasal yang mengatur tentang sebab-sebab batalmgawpean, KHI tidak
membedakan antara pelanggaran syarat dan rukum.nikdak ada pula
klausa mengenai dua unsur (sengaja dan tidak sgndajam pelanggaran
syarat dan rukun tersebut. KHI juga tidak membedad@tara batal dafdsid
nikah

Pasal-pasal mengenai pembatalan nikah dalam Kldl dijabarkan
memuat ketentuan sebab-sebab pembatalan nikalk-piek yang dapat
mengajukan pembatalan nikah, kewenangan Pengadilgama dalam
pembatalan nikah dan asas non retroaktif dalam ptian nikah serta status
anak dari pernikahan yang dibatalkan.

Sebab-sebab pembatalan nikah diatur dalam PasarI7@an 72.
Masing-masing pasal tersebut berbeda satu samaAdm tiga kata kunci
yang membedakan masing-masing pasal yaitu, battld), dapat dibatalkan
(vernietigbaaj dan permohonan pembatalan. Tiga istilah tersebut
mengandung perbedaan dalam prakteknya.

Sebab —sebab pembatalan nikah dalam KHI Pasal 78eramgkan

tentang hal-hal yang menyebabkan perkawinan battl y
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1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak kerfedakukan akad
nikah karena sudah mempunyai empat orang istekglipen salah satu
dari keempat isterinya itu dalam iddah talai .2

Para ulama sepakat bahwa tidak ada seorangpun Balairullah
SAW diperbolehkan mengawini lebih dari empat orastgri dalam waktu

bersamaan. Hal ini berdasarkan ketentuan firmarh/SM/T :

o ool LSl el @ shoenis Y OF gz O]
fro s ks e sl

2. Seseorang menikahi bekas isteri yang telhadhya?’
Katali‘an diambil dari katda‘'n yang berarti laknat atau kutukan.

Apabila telah berlangsung sumpalan, maka suami dan isteri dipisahkan
untuk selama-lamanya, tidak ada lagi kesempatapuapbagi keduanya
untuk bersatu kembali dalam hubungan perkawfnan.

3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernatuldiijgiga kali talak
olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pemahikah dengan pria lain
yang kemudian bercerai laga’da al-dukhdldari pria tersebut dan telah

habis masaiddahnya’

% KHI Pasal 70 (a)
4 o T
An-Niséa (4) : 3.

® KHI Pasal 70 (b)

® Muhammad Bagir al- HabsyiFigh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan
Pendapat Para UlaméBuku Kedua), cet.ke-1 (Bandung: Mizan,2002), hkd7-249.

" KHI Pasal 70 (c)
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Bila terjadi perceraian antara suami dan isterigdaentalak yang
ketiga atau talalkbain kubrg maka bekas suami haram mengawini bekas
isterinya itu, kecuali setelah bekas isteri dimakswenikah dengan laki-
laki lain kemudian berkumpul secara wajar dan tblfterai secara wajar
pula serta habis masddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyaingan darah
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yamghalangi
perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Th@, yaitu:
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus walbatau ke atas
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyanmyaitg antara
saudara, antara seorang dengan saudara orangtuEn@aa seorang
dengan saudara neneknya

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, manden ibu atau
ayabh tiri

d. Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, semlsuan,
saudara sesusuan dan bibi sesusuan atau pamamesésus

5. lIsteri adalah saudara kandung atau sebagai bibkataenakan dari isteri-
isterinya’

KHI juga menyebutkan sebab-sebab pembatalan per&awirelalui
jalan dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarthwza batalnya suatu

pernikahan diputuskan oleh pengadilan. Perkawinarg y@gapat dibatalkan

8 KHI Pasal 70 (d)

° KHI Pasal 70 (e)
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disebabkan karena tidak atau kurang terpenuhingeasgyarat perkawinan.
KHI mengaturnya dalam Pasal 71 sebagai berikut :
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Petayadigamd’
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang \Riedkia
(UUP) Pasal 3 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa ipripsrkawinan
adalah monogami/monogihi.Pengadilan dapat memberikan izin kepada
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorarabitg dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan dan izin dari Pemgadhgama. Tanpa
izin dari Pengadilan Agama, perkawinannya tidak memjaukekuatan
hukum??
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahasih menjadi
isteri pria lain yangnafqtd™
Mafqld yaitu orang yang menghilang dan tidak diketahuiasec
jelas apakah masih hidup atau sudah mati. Di glaktdibedakan orang
yang mafqlddkarena disebabkan pergi untuk berperang, berdagtmg
menuntut ilmu, yang jelas tidak ada kabar beritatateg hidup dan
matinya.
Hal-hal yang berkaitan dengamafgidyaitu :

a. Isterinya tidak boleh dinikahi

Y KHI Pasal 71 (a)
1 Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentanga®énan, Pasal 3 ayat (1)

12 KHI Pasal 56 ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua,geetitau
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak puemgai kekuatan hukum.

13 KHI Pasal 71 (b)
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b. Hartanya tidak boleh diwariskan
c. Hak kepemilikannya tidak boleh diambil sampai bemamar diketahui
keberadaannya atau diperkirakan secara umum teddih Dalam hal
ini akan dimintakan penetapan dari hakim bahwagtarsebut mafi’
. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalddah dari suami laifr
Disebutkan dalam Quran daHadis bahwa perempuan dalam
masa’iddah masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijadf
antaranya adalah larangan untuk menerima pinarajadaki lain, baik
secara terang-terangatagih) maupun secara sindirama‘’tid). Tetapi
untuk perempuan yang menjalani madgdah kematian suami, pinangan
boleh dilakukan namun secara sindiran.
Perempuan yang tidak boleh mengadakan akad peamkadlam

masaddahini didasarkan pada ayat :
16 alorl QLS iy o 7 S B g5 Y

. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, gaebana
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Th@u!’
Pasal 7 UUP menetapkan bahwa batas usia untuk kaaiahati9

(sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enaatas) tahun bagi

14 Wahbah al- zuailf, al- Figh al- Islamy wa Adillatuhcet.ke-3 (Beirut: Dar al- Fikr,

1989), VIII: 419-422.

15 KHI Pasal 71 (c)
16 Al- Bagarah (2) : 235.

" KHI Pasal 71 (d)
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perempuan. Peraturan ini disusun berdasarkan pemiganmadahah
mursalah'® Kemaslahatan di sini dititikberatkan untuk melingun
perempuan sebagai pihak yang rentan menerima dammegjatif
pernikahan di bawah umur.

Pernikahan yang melanggar batas usia minimal yatgrddalam
UUP tersebut ada relevansinya dengddmiyar al- bul(g di Indonesia.
Meski khiyar al- bulGgsecara eksplisit tidak terdapat dalam KHI, namun
secara implisit dapat dilihat dalam makna yangatedung pada Pasal 71
huruf (d) yang menyatakan bahwa suatu perkawinaratddipatalkan
apabila perkawinan tersebut melanggar Pasal 7 UURang batas usia
minimal melakukan perkawinan. Ketentuan tersebuhgakomodir hak
khiyar al- bulGgbagi anak yang dinikahkan oleh walinya ketika arak i
masih kecil, terlebih bila walinya bukan ayah atakdiknya sendiri. la
punya hak untuk memilih meneruskan atau mengaghiriikahannya

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakeim wali yang
tidak berhak’

Setiap orang dewasa dan cakap bertindak berhak whekeya akad
atau perjanjian dengan orang lain menurut kehen@akHal ini dapat
dipahami bahwa seorang laki-laki maupun perempyamng hendak
melaksanakan akad pernikahan bebas menentukanmeeilin calon

yang dikehendaki.

8 Ahmad Azhar BasyirHukum Perkawinan Islanget. ke-1 (Yogyakarta: Ull Press,
1990), him. 23.

Y KHI Pasal 71 (e)
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Namun dalam pelaksanaan pernikahan, kebebasabuebatasi
oleh adanya wali. Seorang wanita diharuskan mendzipaivalinya, bila
tanpa izin wali maka pernikahan dapat dibatalkebhagaimana disebutkan

dalamhadisNabi berikut :
20 bl LS Ly 03) pry eSS 81l

Kedudukan wali nikah dalam KHI merupakan rukun perikan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 yang meaydiakwa :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yaagih dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahia”.

. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pakdaan

Suatu pernikahan yang tidak dilandasi dengan asdsreda atau
dilaksanakan karena adanya keterpaksaan, makantpgraikahan untuk
mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal tidakn ateacapai
sebagaimana yang diharapkan. Dalam KHI pernikahag gdaksanakan
dengan paksaan dapat dibubarkan melalui pembatataikahan.

Sebab-sebab pembatalan pernikahan yang juga ditam KHI

adalah mengenai hal-hal yang dapat diajukan selpagaiohonan pembatalan

nikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 72 sebaggakut :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan perraoh@embatalan

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di baamdaman yang
melanggar hukum

%0 At- Tirmizi, Jami‘ as Sahih, “Kitab al- Nikah”, “Bab Ma J&'a T LA Nikaha Illa bi

Waliyyin” (Beirut: Dar al- Fikr, t.t), Il: 281. Adis diriwayatkan oleh At- Tirmizdan dtashih
oleh Hakim serta dikeluarkan oleh lbnu Hibban daisyah.

ZLKHI Pasal 71 (f)



53

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permaoh@embatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawiesjadi
penipuan atau salah sangka mengenai diri suamisiéau

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalagka itu menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bukstalseitu masih
tetap hidup sebagai suami atau isteri, dan tidakgaenakan haknya
untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka hakmya.

Ketentuan sebab-sebab pembatalan dalam Pasal 72ata$i
menyebutkan ada dua hal yang dapat diajukan seladagan permohonan
pembatalan, yaitu perkawinan dilangsungkan di bawabaraan yang
melanggar hukum dan adanya penipuan atau salatkesangngenai diri
suami atau isteri. Dalam penjelasan KHI diterangkamgydimaksud penipuan
ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah udtam ternyata
diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligdamipa izin Pengadilan.
Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Ada perbedaan mengenai sebab-sebab pembatalan #atemtuan
Pasal 72 dengan Pasal 71 meski keduanya sama-sgaadinjukan sebagai
alasan pembatalan nikah. Perbedaannya ialah hbila Pasal 71 alasan yang
dapat menyebabkan pernikahan dapat dibatalkan digakan oleh pihak-
pihak yang berhak mengajukan pembatalan nikah,ng&da sebab-sebab
pada Pasal 72 yang berhak mengajukannya ialah suawmisteri, kedua belah
pihak mempunyai hak yang ekuivalen dan seimbang.

Hak suami atau isteri dalam Pasal 72 untuk mengajyermohonan

pembatalan nikah dapat gugur apabila ancaman tedahenti atau yang

bersalah sangka itu menyadari keadaannya, namamdahgka waktu enam
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bulan setelah itu suami isteri tetap hidup bersaaa tidak menggunakan
haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan.nikah
Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatakah diatur
dalam Pasal 73 KHI sebagai berikut:
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atase bawah dari suami
atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawiaaurut
undang-undang
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahuiyadeacat dalam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam g@anaturan
perundang-undangan sebagaimana tersebut dalamG?asal
Ketentuan Pasal 73 ini berkaitan dengan Pasal 7lanD&asal 71
disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan olelabssébab tertentu.
Pihak yang dapat membatalkannya ialah yang disebudklam Pasal 73 ini.
Sedangkan yang berhak mengajukan pembatalan pad& Paialah hanya
suami dan isteri saja.
Di samping membahas mengenai sebab-sebab pembaitedaairdalam
3 Pasal berturut-turut, bab Pembatalan perkawinEmdgHI juga membahas
mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memuotuskatu
pembatalan pernikahan yang dimuat dalam Pasal BWveKangan yang
dimaksud ialah kompetensi relatif Pengadilan Aganfermohonan
pembatalan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agamng mewilayahi
tempat tinggal suami atau isteri atau tempat peranvdilangsungkan.
Suatu pembatalan pernikahan menimbulkan akibat rhulRasal 75

KHI ini menguraikan asas non retroaktif (tidak bluasurut) terhadap

beberapa hal, yaitu :
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Perkawinan yang batal karena salah satu dari suamisieri murtad
Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hagade beritikad
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan meraplekuatan
hukum yang tetap.

wn e

Hal terakhir yang diatur dalam bab pembatalan nikdfl ialah
mengenai status hukum anak. Hal tersebut diatugasgelas dalam Pasal 76
bahwa pembatalan pernikahan tidak mempengaruhi lgalbuhukum antara
anak dengan orangtua, sebagaimana disebutkan toeriku
“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskdauhgan hukum antara
anak dengan orangtuanya.”

B. Pelanggaran Perjanjian Kawin dalam KHI

Pelanggaran perjanjian kawin tidak banyak diseblandd@asal-Pasal
KHI. Dari delapan Pasal pada bab VII yang mengatatatey perjanjian
perkawinan, secara redaksional, frasa pelanggar@njpan kawin hanya satu
kali disebut. Frasa tersebut ada dalam Pasal 5j yenounyi :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi Kegdada isteri

untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukanselyagai alasan

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

Kata “pelanggaran” dalam ketentuan Pasal tersetiak tisebutkan
secara jelas dan gamblang, baik pengertiannya matipgkatannya. Secara

bahasa, “pelanggaran” berasal dari kata dasar kg Sedangkan

“pelanggaran” bermakna “perbuatan (perkara) melaridg

22 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen PiamliNiasionalKamus Besar
Bahasa Indonesjacet.ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), him. 634
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Menurut bahasa hukum, pelanggaran perjanjian diseboprestasi.
Kalimat tersebut berarti ketiadaan suatu prestssi,prestasidalam hukum
perjanjian bermakna suatu hal yang harus dilaksanakbagai isi dari suatu
perjanjian. Padanan yang mungkin tepat yaitu, ¥sslaaan janji” untuk
prestasidan”ketiadaan pelaksanaan janji” untwnprestasf’

Dalam ungkapan lainwanprestasidapat juga disebut dengan istilah
“ingkar janji". Ada tiga bentuk ingkar janji yang ®iag-masing
menggambarkan kapasitas keingkaran atau pelanggajaryaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Pemenuhan prestasi tidak bAtk.

Sedangkan mengenai definisi perjanjian kawin secemam telah
dijabarkan pada bab Il. Pada pembahasan ini akekadikan pada perjanjian
kawin dalam KHI. Secara teknis, perjanjian kawin dakHI mengarah pada
bentuk perjanjian kawin yang diatur dalam KHI Pa&al/ang berbunyi :

“kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjerkapinan

dalam bentuk :

1. taklik talak
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam

% Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Perdjandjianet.ke-5 (Bandung: Sumur
Bandung, 1960), him. 43.

%R, SetiawanPokok-pokok Hukum Perikataoet.ke-6 (ttp: Putra A Bardin, 1999), him.
19-20.
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Berpijak dari ketentuan Pasal 45 KHI di atas, pejangn perjanjian
kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan isteakunmeminta pembatalan
nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 adalahgmeean terhadap taklik
talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangakuim Islam.

Supaya lebih sistematis, maka akan dilihat satsaberdua bentuk
perjanjian kawin dalam ketentuan KHI dikaitkan d@mgelanggarannya.

Pertama, pelanggaran taklik talak. Pengertian pelanggandrkttalak
ini harus dijelaskan terlebih dahulu agar tidakjatdir kesalahan dalam
memahami apa yang disebut pelanggaran taklik talak.

Upaya awalnya ialah mengetahui hakikat taklik taf@kklik talak
pada dasarnya adalah sebuah perjanjian, perjatyidsukan suatu hal yang
wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetadglstaklik talak sudah
diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembaldd@hakekatnya, taklik talak
adalah talak yang digantungng‘allaq) berdasarkan syarat-syarat tertentu
yang diperjanjikan. Ketika syarat yang diajukanuatégantung tadi terjadi,
maka jatuhlah talak.

Taklik talak dalam hukum di Indonesia telah berulmahksud dan
tujuannya serta tidak sama pengertiannya dengdik takak yang terdapat
dalam kitab-kitalfigh klasik pada umumnya. Dalam hukum Indonesia, taklik
talak merupakan semacam ikrar suami terhadap isieg diucapkan setelah
akad nikah berdasarkan kehendak dari isteri atguraan dari Pegawai
Pencatat Nikah berisi janji suami apabila melakulsyarat-syarat yang

digantungkan, maka jatuhlah talak. Sedangkan mehitab-kitabfigh, taklik
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talak bisa diucapkan oleh suami apabila ia menghienga sebagai
peringatan atau pengajaran terhadap isterinyatigig&musy (2>

Sgat taklik talak yang ada di Indonesia sudah terforihan diatur
dalam Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 2 Tahun 1B@@ikut sigat taklik
talaknya sebagaimana dikutip dalam btdukum Islam di Indonesia

Bismillaahirramaanirrahiim.
Sesudah akad nikah maka saya ... bin ... berjangah sesungguh hati bahwa
saya akan menepati kewajiban saya sebagai seotmamgi slan akan saya
pergauli isteri saya bernama ... binti ... dengaik mu‘asyarah bi al- ma‘ryf
menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya raeadyat taklik atas isteri
saya sebagai berikut :
Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun bé+turut

2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanyabtidgn lamanya

3. atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya

4. atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteya ssnam bulan

lamanya

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukanylaakepada Pengadilan
Agama atau petugas yang diberi hak mengurus peagadi, dan
pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pdagaatau petugas tersebut
dan isteri saya membayar uang sebesar 10.000, epul@h ribu rupiah)
sebagdiwad (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak sagta s
kepadanya.
Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kmasatuk menerima uang
iwad (ngengganti) itu dan kemudian memberikannyauntuekean ibadah
sosial

Dari pengertian taklik talak di Indonesia di atasenurut penyusun,
secara redaksional pelanggaran taklik talak mechugipengertian :
1. pelanggaran dimaksud adalah suami melaksanakamatsyang

diperjanjikan dalam empat poin padagat taklik talak. Jadi di sini

% Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawjram.ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him. 227.

26 Ahmad RofigHukum Islam di Indonesiagt.k-6 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), him. 156.
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terdapat kesalahpahaman memahami “melaksanakaat syaenjadi

“melakukan pelanggaran taklik talak”.

2. pelanggaran terhadap taklik talak secara keselaruhdinya, ketika
syarat-syarat yang diperjanjikan terjadi dan sedrgra jatuh talak satu
kepada isteri, pihak suami tidak mau menjatuhkalaktaDari
pengertian ini, suami dianggap melakukan pelanggaidik talak.

Dari dua pengertian hasil interpretasi gramatikal atas, pengertian
pelanggaran taklik talak yang banyak digunakanndabahasa hukum lebih
mengarah kepada pengertian yang pertama. Suamkukeafa syarat atau isi
perjanjian yang dirumuskan dalam empat smat taklik talak.

Kedua, pelanggaran perjanjian lain yang tidak bertentanigakum
Islam. Pelanggaran ini menurut penyusun dapatikiarisebagaivanprestasi
atau tiadanya pelaksanaan janji terhadap perjakpann, yang diatur dalam
Pasal 47 KHI meliputi percampuran harta pribadi gemisahan harta
pencaharian masing-masing atau juga perjanjiankumengadakan hipotik
atas harta pribadi dan harta bersama atau hari&atya

Pelanggaran yang dilakukan suami tergantung déailde perjanjian.
Ketika suami tidak melaksanakan janvanprestagi maka suami telah

melakukan pelanggaran perjanjian kawin.



BAB IV
ANALISISTERHADAP KETENTUAN
PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI ALASAN

UNTUK MEMINTA PEMBATALAN NIKAH
DALAM KHI PASAL 51

A. Analisis Terhadap Kapasitas Pelanggaran Perjanjian Kawin yang Dapat
Dijadikan Sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah

Untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian, oedag pihak yang
terikat dalam perjanjian diwajibkan untuk hal tatte apabila perjanjian
tersebut tidak dilaksanakarHal tertentu tersebut, dalam KUH Perdata Pasal
1304 disebut dengan ancaman hukuman, tujuannyyaesjanjian tersebut
dipenuhi. Pada Pasal 51 KHI, pelanggaran perjarkenin bisa dijadikan
alasan bagi isteri untuk meminta pembatalan nikiath.ini bisa dikategorikan
sebagai hukuman bagi suami bila melanggar perjarfiawin, ancaman
hukumannya adalah isteri berhak mengajukan penavertakah.

Terdapat tiga unsur mengenai pelaksanaan hukumag gapat
diberikan :

1. Memberi jaminan untuk pelaksanaan perjanjian
2. Harus adavanprestasuntuk dapat berlakunya hukuman

3. Hukuman yang diancamkan tersebut harus hal yatentaratau pasti

! Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Perdjandjiaset.ke-5 (Bandung: Sumur
Bandung, 1960), him. 74.

2 bid.
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Tiga unsur tersebut di atas dapat ditarik untuk enerkan suatu
perjanjian kawin yang dilanggar dapat menimbulkarkuman bagi yang
melanggarnya, yaitu berupa pembatalan pernikahan.

Menurut penyusun, dalam konteks perjanjian kawiga tunsur
tersebut harus ada untuk menilai kapasitas pelaaggeerjanjian kawin yang
dapat dijadikan alasan untuk meminta pembatalaahnik

Oleh karena itu dalam pembahasan sub bab ini akanjad suatu
pelanggaran perjanjian kawin berdasarkan tiga urdiuratas. Hal ini
dimaksudkan untuk mempermudah pengujian suatu ggdaan perjanjian
kawin dan kapasitasnya untuk dijadikan alasan p&atdranikah.

Unsur pertama, memberi jaminan untuk pelaksanaan perjanjian. Pada
ketentuan Pasal 51 KHI, pelanggaran perjanjian ikdwsa memberikan hak
bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah. Hagebut bisa digunakan, bisa
juga tidak. Pada hakekatnya, hak bagi isteri umekninta pembatalan nikah
karena ada sebab pelanggaran perjanjian kawinnptatkauatu hukuman atau
sanksi kepada suami yang melanggar perjanjianbigrse

Hak tersebut menurut penyusun dapat dimaknai seébapaya
melindungi isteri (perempuarkHI sebagafigh dalam bentuk undang-undang
mengakomodir ruh perlindungan terhadap kaum walailam ketentuan Pasal
51 tersebut. Dalam al- Quran disebutkan perempuemiliki kedudukan

yang sama dengan laki-laki pada ayat berikut:
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Hak di atas juga dapat dimaknai sebagai upaya gahee agar pihak
suami (laki-laki) tidak melakukan pelanggaran pgrga kawin. Dalam ilmu
hukum, terdapat interpretasi hukum ekstensif, dinangenafsiran dapat
melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh intagirgramatikal (bahasa).
Dengan menggunakan interpretasi ekstensif, penaagatpada suami dapat
diartikan sebagai ancaman hukuman. Bila sampai @é@mggar perjanjian,
maka hukumannya adalah hak bagi isteri untuk menmietbatalan nikah.

Tentu masih sangat abstrak untuk menilai apakahnaaic hukuman
bagi suami yang melanggar perjanjian tersebut dapatberikan jaminan isi
perjanjian kawin dapat dilaksanakan. Namun, ketanfasal 51 KHI tersebut
merupakan lompatan besar bagi pemerintah dalamaogalmenjamin agar
perjanjian kawin dapat dilaksanakan, tanpa ad&u&ta salah satu pihak bila

nantinya perjanjian tersebut dilanggdal ini sesuai dengagéidah

aslall bge ae )l e abY) O a3

% An-Nisa (4) : 195.

* Sudikno Mertokusumdylengenal Hukum Suatu Penganteet. ke-3 (Yogyakarta:
Liberty, 2002), him, 160.

5 Imam Jalal ad- Din ‘Abd ar- Ratéin Abi Bakr as- Suyyt Al- Asybah wa an- Nair
(Beirut: Dar al- Fikr, 1995), I: 126.
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Unsur kedua, harus adawanprestasi untuk dapat berlakunya
hukuman. Hukuman untuk pihak suami berupa hak lstgri meminta
pembatalan nikah hanya dapat ditimpakan apabilgadiewanprestasi
(ketiadaan pelaksanaan janji). Unswanprestasiatau pelanggaran perjanjian
tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum perabatétah diajukan.

Dalam KHI Pasal 51 maupun penjelasannya, tidakagi@n secara
tegas kapasitas pelanggaran dimaksud. Penyusun ob@nmemaknai
pelanggaran tersebut sebagaimana tingkatanprestasiyang dimuat pada
bab Ill. Ada tiga tingkatan pelanggaran yang disiedmy vyaitu tidak
memenuhi prestasi sama sekali, terlambat mememakigsi dan pemenuhan
prestasi tidak baik.Dalam konteks ini, timbul dua pertanyaan, pelargya
atauwanprestasidalam tingkatan mana yang dapat dijadikan selagaan
untuk meminta pembatalan nikah? Pelanggaran tephadganjian kawin
yang seperti apa yang dapat dijadikan sebagai ralasduk meminta
pembatalan nikah?

Masing-masing tingkat pelanggaran perjanjian terselapat terjadi.
Apabila semua tingkatawanprestasidapat digunakan, maka akan semakin
memperlebar peluang untuk mengajukan pelanggarajanpan kawin
sebagai alasan pembatalan nikah, hal ini berteatandengan tujuan
pernikahan sebagaimana tertulis dalam UUP Pasalntuk menciptakan

keluarga bahagia dan kekal.

® R. SetiawanPokok-pokok Hukum Perikatanet.ke-6 (ttp: Putra A Bardin, 1999), him.
19-20.
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Untuk itu perlu aturan ketat, agar tidak mudah metakan
pernikahan hanya karena sedikit haknya tidak tedfpierMenurut penyusun,
tingkatan pertamavanprestasiyaitu tidak melaksanakan janji sama sekali
merupakan syarat untuk dapat diajukan pembatalakahni Namun
wanprestasimeskipun belum mencapai tahap tidak melaksanakgns@ma
sekali, ketika sudah mengancam kehidupan rumalg&gagami isteri maka
dapat diajukan untuk meminta pembatalan nikah.

Ada dua bentuk perjanjian kawin yang diatur dalail lRasal 45,
yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak&rtentangan dengan hukum
Islam. Pelanggaran yang dapat dijadikan untuk alasmbatalan nikah harus
pelanggaran yang berasal dari ketentuan KHI tetsebu

Pelanggaran taklik talak sebagaimana dijelaskarandaBab Il
mengandung pengertian, yaitu suami melaksanakamatsyang diperjanjikan
dalam salah satu atau lebih dari empat mgat taklik talak. Pelanggaran
taklik talak ini seharusnya tidak sampai dijadikaebagai alasan untuk
meminta pembatalan nikah. Karena perjanjian taldik adalah talak yang
digantungkan ketika syarat yang diperjanjikan /digag terjadi. Dengan kata
lain, pelanggaran taklik talak hanya bisa diajulsebagai alasan untuk
meminta talak atau cerai.

Sedangkan perjanjian lain yang tidak bertentangangan hukum
Islam apabila dilanggar bisa dijadikan sebagaisslgembatalan karena tidak

ada aturan khusus selain Pasal 51 KHI yang mengyatur
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Unsur ketiga, hukuman yang diancamkan tersebut harus hal yang
tertentu atau pasti. Dalam ketentuan Pasal 51 &hktlaman hukuman tersebut
sudah tersurat dengan pasti, yaitu isteri berhakinta pembatalan nikah atau
sebagai alasan perceraian. Tidak ada ketentuartitasbsatau alternatif,
semisal isteri berhak mengajukan klaim material sitragainya.

Hanya saja, ancaman hukuman tersebut rentan berbBentiengan
ketentuan pembatalan nikah itu sendiri. Dalam KbBébab-sebab suatu
pernikahan dapat dibatalkan atau diajukan permah@embatalan sudah
diatur sendiri pada Pasal 71 dan 72. Dari butiirlian ayat-ayat dua pasal
tersebut, perjanjian kawin tidak dimasukkan sebagkh satu alasan suatu
pernikahan dapat dibatalkan ataupun diajukan pesmeahpembatalan.

Ketentuan KHI Pasal 51 tersebut bukan beranjak g@arsoalan
pemabtalan nikah, namun bertolak dari masalahmenjekawin. Pelanggaran
perjanjian kawin di sini harus diberikan ancamarkumian tersendiri bagi
yang melanggarnya, oleh sebab itu pelanggarannjianakawin membuka
peluang bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah.

Ada satu gaidah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar untuk
membuka peluang pembatalan nikah karena apabilakpban diteruskan,
sedangkan di dalamnya ada pelanggaran terhadap idt@i sehingga
menimbulkarmadarat yang lebih besar. Atas dasar itu, Pasal 51 mengatu

secara terpisah. Berikgaidahtersebut:
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Menurut penyusun, pelanggaran perjanjian kawin yapat dijadikan
sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah rageknggaran yang
mencapai tingkatan tidak mengerjakan isi perjangama sekali maupun
pelanggaran yang belum sampai tingkatan tersebotumamengancam
kehidupan rumah tangga suami isteri. Pelanggaraseldet juga harus
pelanggaran terhadap perjanjian kawin selain ta&lék. Meski begitu, bukan
berarti tidak dipenuhinya perjanjian menyebabkatalbga nikah dengan
sendirinya, hal itu hanya dapat dijadikan sebalz@asm meminta pembatalan

nikah bila pihak wanita merasa dirugikén.

B. Analisis Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kawin Sebagai Alasan untuk
Meminta Pembatalan Nikah Dalam KHI Pasal 51 Menurut Hukum Islam
Menurut Asy- Syabi, tujuan dari penetapan hukum Islam adalah
untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik di dov@apun di akhirat.
Untuk mencapai tujuan ini, ada lima pokok yang bkadiwujudkan dan
dipelihara, yaitu agama, jiwa, harta, akal damketan. Maka setiap tindakan
yang diizinkansyari’at, yang dipandang bisa mewujudkan dan memelihara

lima perkara pokok tersebut, diakui sebagadahat meskipun tidak ada

" Asymuni AbdurrahmanKaidah-kaidah Fighiyyah,cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang,
1967), him. 28.

8 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fighrdkahat dan
Undang-Undang Perkawina{dakarta: Kencana, 2006), him. 146.



67

wahyu yang secara khusus mengakuinya. Metode sépedikenal dengan
magdahat mursalah Madahat mursalah ialah sesuatu yang dipandang
magdahat, yang tidak ada dalil secara khusus baik yang mengalaupun
menolaknya, namun sejalan dengan tujggari'at (magasd asy- syari'al)
dalam mewujudkan dan memelihara lima pokok tersébut

Madahat itu sendiri kemudian diturunkan lebih rinci daldmntuk
prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada padeeti#phukum, termasuk dalam
hukum pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum teraparagi umat
Islam di Indonesia menurut Busthanul Arifin sebagma dikutip Marzuki
Wahid dan Rumadi adalafigh dalam bahasa Undang-unddfigdi sinilah
kemudian kitab-kitab kuning klasik mendominasi acdalam KHI. Mau tak
mau, KHI sangat diwarnai ajaran Islam tentang figamun, KHI juga tidak
mengesampingkan proses ijtihad dalam penyusunannya.

Aroma ijtihad dalam penyusunan KHI banyak diwarokeh siyasah
syar’iyyahyang berlandaskamagahat mursalah misalnya, ketentuan bahwa
pernikahan harus dicatat. Persyaratan mutlak gfyngsiarmadahat tidak

bertentangan dengan petunpssyari'at.™

% Satria Effendi M. Zein, “Metodologi Hukum Islangalam Amrullah Ahmad (et.al),
Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasionahdé@aang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul
Arifin, SH.cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hvh. 1

19 Marzuki Wahid dan Rumadkigh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Isia
di IndonesiaYogyakarta: LKIS, 2001), him. 167.

1 satria Effendi M. Zein, “Metodologi Hukum Islamfilm. 124.
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Ketentuan KHI Pasal 51 yang menyatakan pelanggaemperjanjian
kawin dapat memberi hak kepada isteri untuk mempambatalan nikah,
menurut penyusun kental dengan nuansa ijtihad.

Ada dua wilayah penting terkait ketentuan Pasaiebdebut. Pertama,
mengenai perjanjian kawin dan kedua mengenai petalpabikah. Perjanjian
kawin dalam literatufigh klasik tidak ditemukan bahasan yang khusus, yang
ada terkait dengan perjanjian kawin adalah “peeggar dalam pernikahan”.
Kaitannya terletak pada perjanjian itu yang besigrat-syarat yang harus
dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian datath pihak-pihak yang
berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

Melaksanakan perjanjian kawin merupakan suatu kehar karena
perjanjian kawin termasuk pada “persyaratan dalemmikahan” atau dsy-
syurQt fi an- nikdi yang harus ditunaikan sebagaimana disebutkanmdala

hadisNabi berikut:

lscjfij\é\.g v.i“}dw‘ Le‘\.g Jﬁ 8] Jor,"ﬁs\ LB"‘ di
Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan, sudatakbdibahas
dalam literatur klasik. Dalam tinjauan pasal pesgbadalam KHI, terutama

yang membicarakan persoalan pembatalan nikah, sekadi tidak disinggung

2 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fighridkahat
dan Undang-Undang Perkawinddakarta: Kencana, 2006), him. 145.
"y Imam Abi al- Hisain Muslim ibn al- Hjjaj ibn Muslim al- Qusyairi an- NaisabiA]-
Jami’ asSahih, (Beirut: Al- Maktab at- Tijari Li at Tiba’at wa an- Nasyr wa at- Tauzi’, t.t.), Il
140, “Kitdb an- Nikah“Bab al- Wafa’ bi asy- Syur(fi an- Nikali. Hadis dari Muhammad ibn
Musanna dan Yahya dan dia adalah al-t&patari Abd al- Hamid ibn Ja’far dari Yazid ibn Abi
Habib dari Marsad ibn Abdillah al- Yazanni darighkh bi ‘Amir.
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kemungkinan pelanggaran perjanjian kawin sebagssaal untuk meminta
pembatalan nikah. Begitu pula dalam beberapa titefigh klasik.

Hal tersebut berbeda ketika Pasal 51 KHI menyelbutkahwa
pelanggaran perjanjian kawin dapat dijadikan sebalgsan untuk meminta
pembatalan nikah atau perceraian.

Hanya saja, kita tidak serta merta dapat menghabawa ketentuan
tersebut bertentangan dengan hukum Islam hanya&ardak ada dalam
literaturfigh klasik maupun dalam pembahasan pembatalan nildehkddl.

Salah satu dasar pokok dari hukum pembatalan riddah apabila
seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikatm mihak yang lain dalam
perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-haig ytelah ditentukan
oleh syara’ sebagai seorang suami atau sebagai seorang ysiagi bisa
berakibat salah seorang atau kedua suami isteritidak sanggup lagi
melanjutkan pernikahannya, atau apabila dilanjujkga keadaan kehidupan
rumah tangganya diduga akan bertambah btfrilembatalan nikah dalam
bentuk seperti ini juga disebut sebakfaiyar fasakh®

Bagian dari bentuk hak yang telah ditentukan ossfara’ ialah
pemenuhan hak dalam perjanjian kawin. Terlebihp@gagerjanjian kawin
tersebut langsung berkaitan dengan pelaksanaanibkawauami isteri dalam
perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinaseindiri. Umpamanya,

suami isteri bergaul secara baik, suami mesti mamiagah untuk anak dan

14 Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawjraat.ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him. 212.

15 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indoneskdm. 244.
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isterinya, isteri melayani kebutuhan seksual suganimlan suami isteri
memelihara anak yang lahir dari perkawinan'tu.

Pemberian hak kepada isteri untuk meminta pembmtikah ketika
terjadi pelanggaran perjanjian kawin merupakan keamaijtihad hukum yang
patut dihargai. ljtihad tersebut berpegangan paolasép magahat untuk
menegakkan kehidupan manusia pada umumnya dand@lpada khususnya
agar bahagia di dunia dan akhirdtda manfaat yang dapat ditarik dari
ketentuan tersebut, yaitu :

1. Menempatkan wanita pada posisi hukum yang sejajagah pria

2. Menghilangkan kenadaratan dan kemafsadatan, di mana wanita tidak lagi
tertindas dalam urusan domestik. Menghilangkandgdaratan inilah yang
menurut penyusun mengilhami ketentuan Pasal 5&ktetsHal ini sesuai

dengargaidah fighiyyatberikut :

& éL.A\ g,.l}- le& eJ\.E.A M\.ﬁ.&\ ¢ 4

Di sisi yang lain, ketentuan tersebut menimbulkaobjgm yang tak

kalah genting. Persoalannya antara lain:
1. Ketentuan tersebut tidak secara jelas dan gambhemgelaskan mengenai
bentuk perjanjian kawin yang dilanggar serta kiatgpelanggarannya.
Sebagai kitab hukum, hal ini bisa menimbulkan peeso hukum yang

pelik pada level praktis.

18 Ibid., him. 146-147.

7 lmam Jalal ad- Din ‘Abd ar- Ratén Abi Bakr as- SuyQfiAl- Asybah wa an- Nair
(Beirut: Dar al- Fikr, 1995), I: 63.
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2. Tujuan untuk menghilangkan mafsadat tersebut Heresienimbulkan
mafsadat baru, yaitu putusnya ikatan pernikahangy#ntu juga
menimbulkan implikasi kepada kedua belah pihak suatari maupun

anak. Dalangaidah fighiyyahdisebutkan:

18)}»‘,'4“-3 J‘ﬂY)JﬁQS‘

Dua kenadaratan yang saling bertentangan tersebut harus dipilih
untuk diambil salah satunya, yaitu yang lebih rim¢@madaratannya. Perlu
pertimbangan yang matang untuk menentukan salahrehrat yang lebih
besar. Menolakmachrat yang lebih besar pada hakikatnya juga mencari
kemadahatan.

Salah satu hikmah diperbolehkannya pembatalan kzdvain adalah
memberikan keaadahatan kepada umat manusia yang telah atau sedang
menempuh hidup berumah tangga. Dalam pernikahammyagkin ditemukan
hal-hal yang dapat menganggu untuk mencapai tupganikahan. Apabila
terus dipertahankan, akan mengakibatkaarhrat yang lebih besar berupa
hancurnya kehidupan rumah tangga dan tidak tenoggailjuan pernikahan.

Dalam konteks pembahasan imhadarat memutuskan pernikahan
yang sudah tidak bisa diharapkan untuk mencapaanupernikahan lebih

ringan daripada meneruskannya. Atas dasar itu, mangembatalan nikah

8:Abd al- Wahab Khalafilmu Ushulul Fighalih bahasa oleh Masdar Helmy, cet. ke-2
(Bandung: Gema Risalah Press, 1997), him. 370.
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karena alasan pelanggaran perjanjian kawin dijaddetentuan hukum dalam
Pasal 51 KHI tersebut.

Menurut penyusun, ketentuan Pasal 51 KHI tersebdbkt
bertentangan dengan hukum Islam, karemadahat bertujuan untuk
menggapai, tujuan terpenting darmagéasd asy- syari'ah Hanya saja,
kepastian hukum juga harus diperhatikan, karenaenkedn tersebut
dituangkan dalam bentuk hukum terapan yang mep@doman ahli hukum
dan masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan Pasakgkbut harus diperjelas

lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan mengenai
pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan isteri untuk meminta pembatalan
nikah, maka dapat disimpulkan :

1. Pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk
meminta pembatalan nikah bukan sembarang pelanggaran perjanjian
kawin, ia harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu pelanggaran yang
dilakukan adalah tidak memenuhi perjanjian sama sekali, bukan karena
terlambat memenuhi perjanjian atau memenuhi perjanjian secara tidak
sempurna. Namun, meski belum mencapai tingkatan tidak memenuhi janji
sama sekali, sedangkan kehidupan rumah tangga terancam akibat
pelanggaran perjanjian kawin dengan ditandai dengan ketidakrelaan isteri,
maka dapat digjukan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah.
Perjanjian kawin yang dilanggar juga bukan perjanjian taklik talak, karena
perjanjian taklik talak merupakan talak atau cerai yang digantung, bukan
sebagai alasan untuk pembatalan nikah.

2. Ketentuan Pasal 51 KHI mengenai pelanggaran perjanjian kawin yang
dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah tidak
bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan pada pengambilan

mafsadat yang lebih ringan, yaitu memutuskan hubungan pernikahan yang

73
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tidak lagi dapat mencapai tujuan pernikahan. Secara simultan pula
bertujuan untuk mencapai kemadahatan dalam kehidupan rumah tangga.
Kemadahatan inilah tujuan dari penetapan hukum Isam. Namun
ketentuan KHI tersebut harus tetap mengedepankan kepastian hukum dan

kejelasan.

B. Saran
Setelah melakukan penelitian dalam skripsi, penyusun ingin
memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim sebagai pelaksana dan penegak hukum yang diberi wewenang
untuk berijtihad dalam memutuskan suatu perkara, semestinya tidak
memandang KHI sebagai produk hukum yang matang dan sempurna,
mengikat dan rigid yang akhirnya menjadikan KHI sebagai produk hukum
yang konservatif dan mati.

2. Mendorong bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah
agar mempertimbangkan kembali reformulasi terhadap ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam KHI agar sesuai dengan maqasd asy-
syari'ah, lebih responsif terhadap perubahan zaman, membawa semangat
kesetaraan gender namun tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan
dapat diterima masyarakat.

3. Membenahi serta memperbaiki substans dan redaksi Pasal demi Pasal dan
ayat demi ayat daam KHI agar terhindar dari inkonsistensi, saling

kontradiksi dan ketidakpastian hukum.
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4. Studi dan penelitian tentang KHI harus tetap dilakukan secara
berkesinambungan guna memberi kontribusi bagi usaha reformulasi

hukum dan reaktualisas hukum Islam.
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Lampiran 1

TERJEMAH

BAB |

No.

No.
HIm.

No.
Catatan
kaki

Terjemah

4

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Rlah

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sgnd

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa k

asih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum ynag

berfikir

Lebih dari yang lain, sikap dan pandangahatiap
posisi sosial perempuan merupakan pusat

perdebatan ini. Hal ini disebabkan karena menj
sikap mengenai posisi ideal yang seharusnya didu

dari
ang
duk

perempuan dalam masyarakat menentukan tindak lanjut
yang dapat diambil oleh masyarakat itu dan

memberikan garis pembatas terhadap modern
dalam masyarakat-masyarakat Islam

10

17

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti
diminta pertanggungjawabannya

11

18

Orang-orang Islam itu (terikat) kepada atysyarat

isasi

(yang dibuat) mereka, kecuali syarat untuk
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang

halal

12

22

Penguasa dalam mengurusi kepentingan trslay
didasarkan pada kemaslahatan

13

24

Menolak kerusakan lebih diutamakan datapaenarik
kebaikan

14

25

Bahaya tidak dapat dihilangkan denganyzaha

14

26

Apabila bertentangan dua mafsadat, makiaafbesin
mana yang lebih besar ntedatnya dengan dikerjaka
yang lebih ringan mdtdhratnya

an



BAB 111

No. | No. No. Terjemah
HIm. | Catatan
kaki

1. 47 4 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlalli
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berladii a

2. 50 16 Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap loatijk
beragad nikah, sebelum habis ‘iddahnya.

3. 52 20 Setiap gadis yang menikah tanpa seizimyalimaka
nikahnya batal.

BAB IV
No. | No. No. Terjemah
HIim. | Catatan
kaki

1. 62 3 Maka Tuhan mereka memperkenankan permohgaan
(dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-
nyiakan amal orang-orang yang beramal di antaraukam
baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagianiwka
adalah turunan dari sebagian yang lain.

2. 62 5 Penguasa dalam mengurusi kepentingan rakyat
didasarkan pada kemaslahatan.

3. 66 7 Apabila ada dua pertentangan, yang meladamg
mewajibkan, hendaklah didahulukan yang melarang,

4. 68 13 Sesungguhnya syarat yang lebih utama ulpealah
syarat untuk menghalalkan yang farji (hubungan suam
isteri).

5%, 70 17 Menolak kerusakan lebih diutamakan dadapaenarik
kebaikan.

6. 71 18 Bahaya tidak dapat dihilangkan denganyzaha




Lampiran 2
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al-Shar‘iyyah Adillat al- Yagn danDiwan Khuab.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau adatdumnus PTAIN
Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga) tahun 18®8nudian memperdalam
Bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akadE®bik-1958. Memperoleh
Meqgister pada Universitas Kairo dalam bidddigasah al-Islamiyyah(Islamic-
studies) tahun 1965. Selanjutnya pendidikan Pumargai®a Filsafat UGM pada
tahun 1972.

Beliau pernah mengajar di UGM dalam bidang Filsasém dengan
rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikammg Islam. Beliau juga
adalah dosen luar biasa pada Universitas Islamnksia (Ull) dan IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Anggota Tim dgkafian Hukum Islam
Badan Pembina Hukum Nasional Departemen KehakimarSébelum wafat,
beliau menjabat sebagai ketua PP Muhamadiyyah.riggal di Yogyakarta, hari
Selasa 28 Juni 1994.

As- Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkeaal Wdniversitas al-
Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliaaropakan teman seperjuangan
Hasan al- Banna, pemimpin gerakan Ihkwanul Muslinarya ilmiah beliau
cukup banyak, baik dalam bidang keagamaan mauplitik p8eliau termasuk
pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran gambaharu Islam dengan
menghidupkan kemabali ruh-ruh ijtihad serta menkamiajaran Islam sesuai
tuntunan al- Qur'an dan as- Sunnah. Karya terbleskaiu dalam bidang hukum
Islam adalahFigh as- Sunnahsebuah kitalfigh yang sangat moderat dalam
mengupas segala permasalahan, tidak pernah menpidd& inti rasio dan
penalaran yang obyektif. Di samping itu beliau jngenyusun sebuah kitab yang
tak kalah penting, yaitQawa'id al- Islamiyyah



Jalal ad- Din as- Suydit

Nama lengkap beliau adalah ‘Abd ar- R&#in bin Kamal ad- Din Abi
Bakr bin Mulammad bin Sabiq ad- Din Jalal ad- Din al4i&s- Suy(y asy-
Syafi'y al- Asyary; lahir 1445 M (849H) - wafab@5 M (911H)), seorang
ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ¥5 di Kairo, Mesir.
Semasa hidupnya, beliau menulis banyak buku teriiartzagai hal, sepeftadis
, al-Qur’an, bahasa, hukum Islam dan lainnya. Saédh kitabnya yang terkenal
adalahTafsir Jalalaynyang ditulis bersamdalél ad- Diral- Mahally.

Kamal Mukhtar

Lahir di Pakadangan (Pariaman, Sumatra Barat) petlan 1934. gelar
sarjana diperolehnya tahun 1962 dari Fakultas &afiAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Sebagai seorang sarjana dalam hukwam Iseliau mengkhususkan
perhatiannya dalam bidang tafdnadis dan figh. Sebagai tenaga pengajar dan
aktif memberi kuliah di IAIN Sunan Kalijaga dan Warsitas Islam Indonesia.
Sebelumnya beliau pernah memberi kuliah Agama |IstarfKIS-IKP (1964-
1965).

Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya beliau parnm@enjadi pengurus
Islam Studi Club Yogyakarta (1952-1970), sekretdvsdan penyelenggara
penterjemah/pentafsir al-Qur'an Departemen Agameoy@k Pembangunan
Semesta Bencana 1963-1968), sekretaris dewan peggelra pentafsir al-
Quran.

Di samping itu aktif sebagai peserta seminar pondekantren yang
diadakan di Yogyakarta tahun 1965, peserta worksimp tafsir Departemen
Agama di tugu Bogor (1971), dan pada tahun 1972dkua sebagai asiten guru
besar dalam mata pelajaran lImu Tafsir pada poatl@te Course dosen-dosen
IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Surkalijaga Yogyakarta.

Karya-karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikaalighsas-Asas Hukum
Islam tentang Perkawinan, Tafsir al-Qur'an tentarAgidah dan Ibadah,
Pengaruh Keluarga Terhadap Anak ditinjau dari SAgama Islamdi samping
itu ikut sebagai anggota penterjemah dari al-Qudam terjemahannya.

Sudikno Mertokusumo

Beliau adalah pakar hukum perdata dan hukum apardata yang
dilahirkan di Surabaya,7 Desember 1924. Beliau mmguod pendidikan HIS
(1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (194@enyelesaikan studi
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta @9%selar doktor ilmu
hukum diperolehnya dari UGM, (1971) dengan disersegarah Peradilan dan
Perundang-undangannya di Indonesi8eliau juga berkarir sebagai hakim
Pengadilan Negeri di Yogyakarta (1958) dan menjkétita di Pengadilan Negeri
yang sama (1965), serta ketua Pengadilan Negedan(1970). Menjadi dosen
di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabbagai dekan Fakultas
Hukum UGM. Karya-karya yang pernah ditulisnya ialRerundang-undangan



Agraria (1960), Hukum dan Peradilarf1968),Hukum Acara Perdata Indonesia
(1977), Mengenal Hukum(1996) danPenemuan Hukum-Sebuah Pengantar
(1996).

Wirjono Prodjodikoro

Beliau adalah salah seorang ahli hukum yang sapgaduktif di
Indonesia. Tulisan-tulisannya banyak menghiasi laljemajalah hukum pada
masanya. Gelar kesarjanaannya diperoleh dari LeBddenda. Pada tahun 1947
beliau diangkat menjadi anggota Mahkamah Agung.y&&aryanya yang
diterbitkan dalam bentuk buku antara lain iafedas-azas Hukum Perdatazas-
azas Hukum PerdjandjiatHukum Warisan di Indonesi#ddukum Perkawinan di
Indonesia Hukum antar Golongan di Indonesidlukum Weseldan Hukum
Asuransi di Indonesiaerta masih banyak lagi.
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